
Gender merupakan isu yang sangat gencar dibicarakan baik oleh akademisi, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) maupun oleh parlemen dalam suatu daerah/Negara bahkan oleh para
pemerhati kebijakan publik, politik, sosial, hukum, agama, budaya dan lainnya.  Seiring dengan
pergeseran paradigma dari Women In Development (WID) menjadi Gender And Development 
\(GAD) maka pemerintah republik Indonesia memberikan peluang yang sangat signifikan kepada 
perempuan untuk melibatkan diri di bidang politik dan kebijakan publik. Sehingga perempuan 
diberikan kuota 30% yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam politik dan kebijakan publik,
Kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan dalam sebuah Negara atau daerah  yang
 dilahirkan melalui proses politik dengan tujuan untuk menciptakan atau menuju kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan juga dimaknai sebagai sebuah program, proyek dan legalitas yang
dihasilkan oleh badan legislasi di parlemen dan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan
oleh sebuah Negara atau daerah. Kontestasi politik yang terjadi dalam suatu formulasi kebijakan
publik adalah perdebatan dan tolak tarik dalam melakukan perumusan kebijakan di dalam proses
formulasi suatu kebijakan. Kontestasi ini terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai unsur
kepentingan yang melatarbelakanginya. Pengaruh kontestasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif sangat menentukan kualitas kebijakan atau mutu kebijakan tersebut. Disamping itu
kontestasi sangat berdampak kepada output dan outcome dari kebijakan yang diformulasikan.
Oleh karena itu kontestasi dalam perumusan qanun berkaitan dengan perlindungan anak di kota
Lhokseumawe belum mendapatkan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat di kota ini.
Badan legislatif Kota Lhokseumawe berargumentasi bahwa qanun berkaitan dengan
perlindungan anak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),
bahkan dianggap qanun ini tidak bernilai ekonomis, dengan alasan tersebut qanun perlindungan
di kota Lhokseumawe belum dapat dimasukkan dalam skala prioritas untuk dibahas
dan ditetapkan.
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Politik Dalam Perspetif Kebijakan Publik, studi kasus di Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pengajuan
Rancangan Qanun Perlindungan Anak tahun 2016. Buku inimerupakan hasil penelitian yang kami lakukan melalui observasi,wawancara dan telaah dokumentasi di Dewan Perwakilan RakyatKota Lhokseumawe pada tahun 2016. Kami berharap buku inimenjadi bahan referensi dan buku rujukan bagi mahasiswa IlmuPolitik, Ilmu Administrasi Publik serta para peneliti dan aktivis yangmempelajari gender, kontestasi politik dan kebijakan publik.Gender merupakan isu yang sangat gencar dibicarakan baikoleh akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun olehparlemen dalam suatu daerah/Negara bahkan oleh para pemerhatikebijakan publik, politik, sosial, hukum, agama, budaya dan lainnya.Seiring dengan pergeseran paradigma dari Women In Development
(WID) menjadi Gender And Development (GAD) maka pemerintahrepublik Indonesia memberikan peluang yang sangat signifikankepada perempuan untuk melibatkan diri di bidang politik dankebijakan publik. Sehingga perempuan diberikan kuota 30% yangdiharapkan dapat berpartisipasi dalam politik dan kebijakan publik,dengan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengankebijakan afirmatif (affirmative action).Kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan dalamsebuah Negara atau daerah  yang dilahirkan melalui proses politikdengan tujuan untuk menciptakan atau menuju kesejahteraanmasyarakat. Kebijakan juga dimaknai sebagai sebuah program,proyek dan legalitas yang dihasilkan oleh badan legislasi diparlemen dan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakanoleh sebuah Negara atau daerah.Kontestasi politik yang terjadi dalam suatu formulasikebijakan publik adalah perdebatan dan tolak tarik dalammelakukan perumusan kebijakan di dalam proses formulasi suatukebijakan. Kontestasi ini terjadi dikarenakan dipengaruhi olehberbagai unsur kepentingan yang melatarbelakanginya. Pengaruhkontestasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat
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Kata Pengantar Editor
Saya menyambut baik atas selesainya Buku saudara Dr.Rasyidin, S.Sos. M.A dan saudari Fidhia Aruni, S.I.Kom., M.A.P yangberjudul Gender dan Kontestasi Politik Dalam Perspetif

Kebijakan Publik, studi kasus di Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Lhokseumawe dalam pengajuan Rancangan Qanun
Perlindungan Anak tahun 2016. Mudah-mudahan buku inimenjadi salah satu buku referensi aau rujukan bagi mahasiswa IlmuAdministrasi Publik, Ilmu Politik maupun Ilmu Pemerintahan. Bukuini merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan perumusankebijakan publik atau qanun Kota Lhokseumawe yang dalamformulasinya selalu terjadi kontestasi yang berlebihan.Dengan selesainya buku ini kaum intelektual, masyarakatdan stakeholder sudah mempunyai pedoman atau panduan barudalam melakukan formulasi kebijakan publik untuk di kotaLhokseumawe maupun bagi kabupaten/kota bahkan bagi provinsiAceh maupun provinsi lain di Indonesia, buku ini juga dapatberfungsi untuk mengartikan kontestasi yang sesungguhnya danmenjadi salah satu instrument dalam melakukan bargaining yangkonstruktif. Sehingga dalam perumusan kebijakan publik atauqanun mampu menjawab keperluan masyarakat dan melahirkankebijakan publik atau qanun yang berkualitas.Dalam formulasi kebijakan publik/qanun yang merupakanoutput politik yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untukmenjawab persoalan yang sedang dan akan muncul khususnyakebijakan atau qanun berkaitan dengan perlindungan anak.Perumusan qanun ini terjadinya  kontestasi (atau perdebatan) yangcukup rumit dan alot, karena badan legislasi kota Lhokseumawemenganggap bahwa qanun ini tidak bernilai ekonomis dan tidakmenjadi faktor yang berpengaruh langsung kepada Pendapatan AsliDaerah (PAD) Kota Lhokseumawe. Dengan ada buku ini, formulasiqanun di masa yang akan datang diharapkan mampu melahirkanatau menghasilkan qanun yang dapat menjawab di masyarakat.Perumusan kebijakan publik atau qanun juga selalu memperhatikankesetaraan gender  sehingga kebijakan publik atau qanun yangberwawasan gender sesuai dengan affirmative action yang telahditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 7tahun 1984 tentang CEDAW dan undang undang Nomor 11 tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh.



Akhirnya buku ini menjadi kontribusi bagi para pembacadan pemerhati kebijakan publik, politik dan gender baik di tingkatlokal, nasional dan regional.
Editor

M, Akmal, S.Sos.,M.A
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang MasalahPermasalahan gender di Indonesia dan di duniaInternasional merupakan isu yang sangat gencar dibicarakan,apalagi setelah dilakukan berbagai upaya oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Misalnya adanya CEDAW, Bejing Plat Form danpertemuan-pertemuan internasional lainnya. Kesemuaannyapertemuan tersebut adalah untuk menyetarakan gender danmenghilangkan diskriminasi secara comprehensive, bahkan setiapNegara membuat kebijakan-kebijakan khusus untuk kesetaraangender dalam berbagai bidang missal politik, ekonomi, hukum danbidang-bidang lain seumpamanya.Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untukmewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dibuktikan denganditerbitkannya berbagai pranata hukum mulai dari ratifikasikonvensi CEDAW1 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan SegalaBentuk Diskriminasi terhadap Wanita, kemudian terbitnyaPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah serta Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalamPembangunan Nasional (Nanda Amelia dkk, 2011 :11-12).Peralihan konsep Gender dari masa ke masa sejak Woman In
Development (WID) yang menjadikan perempuan hanya bagiandalam pembangunan, lalu beralih ke konsep Woman And
Development (WAD) sebagai kritikan akan konsep WID, dimanapada fase ini terjadi desakan perubahan struktural dalam

1 Convention on Eliminating Discrimination Againt Women,(CEDAW)
merupakan perjanjian internasiaonal yang paling komprehensif tentang hak asasi
perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat kepada negara peserta untuk
secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak
sipil, politik ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan
bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah-
langkahumum, program, serta kebijakan kebijakan.
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penguasaan sumberdaya produksi, sehingga dibentuklah sebuahkonsep penyetaraan gender untuk mengatur peran serta yangseimbang antara laki-laki dan perempuan dengan konsep Gender
And Development (GAD), dalam GAD kesetaraan dan kebersamaanLaki-laki dan perempuan dalam pembangunan menjadi kontribusinyata dalam menolak penindasan atas ketimpangan gender yangselama ini terjadi pada setiap aktivitas masyarakat (Rasyidin danFidhia, 2016:3)Tahun 2008 menjadi salah satu awal pergolakan politikgender di Indonesia seiring dengan keluarnya Undang-UndangNomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Masalah kesetaraangender diatur secara tegas dengan menentukan tingkatkeikutsertaan perempuan dalam aktivitas partai politik sedikitnya30 persen. Peraturan itu juga disusun dengan mempertimbangkan
affirmative action keterwakilan perempuan.

Affirmative action adalah sebuah gagasan penyetaraangender dalam bidang politik ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuangamanat pentingnya pendidikan politik dengan tetapmemperhatikan keadilan dan kesetaraan gender pada setiapaktivitas politik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008kemudian dipertegas kembali porsi keterwakilan perempuan dalamsetiap aktivitas politik minimal 30 persen kedudukan. Pembagianporsi kedudukan itulah disebut dengan affirmative action (tindakanafirmatif) merupakan sebuah tindakan yang memastikan bahwamasalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik diIndonesia dapat ditangani (UNDP, 2010:4).
Affirmative action ini diharapkan menjadi sebuah solusidalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, paraperempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalammasyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehinggaakan membantu terciptanya peluang-peluang perempuanmendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur didominasioleh para laki-laki. Tanpa affirmative action, kaum perempuandinilai tidak mampu untuk bergerak secara leluasa untukmenyumbangkan tenaga, kemampuan, serta talentanya di dalamlingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Aktivitas politik seperti
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pemilihan anggota partai politik, parlemen, para perempuan saat inisudahmemiliki kesempatan khusus untuk turut serta di dalamnya(Astrid Anugrah, 2009:8-10).Jika partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30persen akan merepresentasikan keadaan yang dianggap signifikandengan tujuan dengan partisipasi perempuan dan pandangan-pandangan perempuan dalam aktifitas politik tersebut akanmempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dan politik yangmenguntungkan bagi para perempuan. Pendidikan politik,peningkataan kepercayaan diri dan penyadaran bahwa perempuanjuga mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki menjadisalah satu hal yang harus sesering mungkin disosialisasikan padamasyarakat agar tercipta harapan dan tujuan yang ingin dicapaidari adanya affirmative action tersebut.Harapan dari segala kebijakan pemerintah atas affirmative
action pada pemberian kuota 30% (tiga puluh persen) kepadaperempuan adalah memenuhinya hak-hak dan kewajibanperempuan untuk memperjuangkan kemaslahatan para perempuandan anak, sehingga dengan adanya keterlibatan perempuan merekaakan mampu memperjuangkan terciptanya kebijakan-kebijakanpublik untuk perempuan, dan mendorong kemajuan kehidupanperempuan serta anak.Kebijakan publik (public policy) merupakan kebijakan yangdikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah (Budi Winarno, 2014:20). Kebijakan-kebijakantersebut diharapkan mampu hadir oleh adanya aktor-aktor dalamperumusan kebijakan publik, seperti pejabat pemerintah, anggotalegislatif daerah maupun pusat, atau dapat dikatakan para aktor-aktor yang merupakan stakeholders dalam masyarakat.David Easton bahkan mengatakan bahwasannya kebijakanpublik adalah formulasi yang dibuat oleh “penguasa” dalam sistempolitik diantaranya adanya para petinggi suku, anggota-anggotalegislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, penasehat, raja dansemacamnya, mereka tersebut merupakan orang-orang yangterlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politikmempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah publik, danmengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam
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waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politikselama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan(Budi Winarno, 2014:22).Salah satu kota di Provinsi Aceh dengan anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota (DPRK) periode 2014-2019 yang tidakmemenuhi kuota keterwakilan perempuan adalah KotaLhokseumawe, dari total anggota legislatif 25 orang, hanya 2 oranganggota legislatif perempuan atau dalam hitungan presentase hanyaada 8% (delapan persen) dari kuota 30% (tiga puluh persen) yangditetapkan Undang-Undang baik undang-undang tentag pemilihanUmum bahkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2006temtang Pemerintahan Aceh atau UUPA memberikan peluang untukmenerapkan kebijakan tersebut yang dikenal dengan sebutan(affirmative action).Diantara banyaknya permasalahan-permasalahan anak diKota Lhokseumawe sejak 2014-2016, seperti tingginya angkakekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, yang diantaranyaadanya pelecehan seksual, penculikan, penelantaran, eksploitasianak, penganiayaan dan tindak kekerasan lainnya terhadap anak.Tercatat terdapat 41 permasalahan anak dibawah umur selama2014-2016 yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.Menimbang atau memperhatikan bahwa anak merupakanamanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkatdan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakangenerasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlumendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untukkelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, baik secara fisikmental dan spiritual. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahantersebut dibutuhkan satu payung hukum untuk melindungi hak-hakanak. Kebijakan-kebijakan publik di Kota Lhokseumawe sejaktahun 2014 sampai 2016 tampak tidak berpihak padapermasalahan-permasalahan tersebut, dari 24 Qanun yangdisahkan oleh DPRK Lhokseumawe tidak ada satu qanun pun yangdiperuntukkan untuk permasalahan anak. Qanun TentangPenyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak
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Kekerasan pada tahun 2016, yang kemudian setelah perbaikannomenklaturnya menjadi Qanun Perlindungan Anak Tahun 2016,hanya bertahan sampai tahap pengajuan rancangan dalam programlegislasi daerah (prolegda) oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR KotaLhokseumawe, namun tidak menjadi prioritas untuk masuk padatahap pembahasan hingga pengesahan. Hal tersebut terjadi karenaadanya perdebatan diantara legislator badan legislasi terkaitdengan penting atau tidaknya Qanun Perlindungan Anak Tahun2016 untuk diprioritaskan.Kebijakan apa yang dapat diambil untuk menyelesaikanpermasalahan anak di Kota Lhokseumawe sangatlah ditentukanpada kontestasi para legislator dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan publik tersebut. Kehidupan masyarakat yang semakinmodern ditengah isu global saat ini sangat menuntut adanyakebijakan-kebijakan publik di dalamnya, salah satu diantaranyaadalah terkait dengan kebijakan untuk anak agar terpenuhi secaralahir dan bathin hak serta kewajibannya sebagai salah satu bagiandalam kehidupan bermasyarakat.Sulitnya memperjuangkan kebijakan-kebijakan untuk paraanak terkait pula dengan permasalahan-permasalahan lain yangmenjadi prioritas dari pemangku kepentingan DPR KotaLhokseumawe, serta ketidakseimbangan antara legislator laki-lakidan perempuan menjadikan kebijakan yang ingin dibentukmendapat kendala dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik,hal tersebut terkait dengan hingga saat ini belum ada kebijakanpublik yang diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kebijakan apayang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan anak diKota Lhokseumawe sangatlah ditentukan pada kontestasi paralegislator dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan publiktersebut.Kontestasi diserap dari bahasa asing, yaitu Bahasa Inggrisberupa Contestation yaitu suatu ajang/perlombaan di mana terjadiadu kekuatan atau keunggulan. Dalam kalimat sederhana,kontestasi merupakan pertarungan berbagai macam kelompok,masing-masing memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, dan lainsebagainya. Wacana, atau diskursus akan selalu dibuka,
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bermunculan pula berbagai perbandingan yang mengundang debat,maupun konflik. Menurut Fahrizal (2007), kontestasi politik sebagaibentuk yang diranah kontestasi wacana. Sedangkan Syakir danFadmi Ridwan menilai kontestasi dari sudut pandang interaksikepentingan aktor, dengan kata lain kontestasi politik terjebakdalam kepentingan politis dan mengabaikan kepentinganteknokratis dan publik.Kontestasi yang terjadi antara para legislator DPR KotaLhokseumawe pada Badan Legislasi dalam mengajukan rancanganQanun Perlindungan Anak Tahun 2016 ke dalam Program LegislasiDaerah (Prolegda) untuk kemudian dilakukan tahap pembahasandan pengesahan. Pada kenyataannya Qanun perlindungan Anaktelah masuk kedalam Prolegda pada Tahun 2016, namun tidakmenjadi prioritas serta tidak masuk ke dalam tahap pembahasan.Kontestasi terjadi selain disebabkan oleh peran figur legislator, jugadipengaruhi oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktorsosial politik dan ekonomi.Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untukmelakukan penelitian tentang Gender dan Kontestasi Poltik DalamPerspektif Kebijakan Publik. Dalam buku ini akan menerangkanhasil penelitian penulis tentang keadaan Gender dan KontestasiPolitik yang terjadi dalam perumusan sebuah kebijakan publik yaituterkait dengan Pengajuan Rancangan Qanun Perlindungan AnakTahun 2016 Pada Badan Legislasi DPR Kota Lhokseumawe.
1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahdalam kajian ini antara lain :1. Bagaimana kontestasi politik dalam pengajuan rancanganqanun perlindungan anak tahun 2016 pada badan legislasiDPR Kota Lhokseumawe ?2. Apakah diskriminasi gender memberi kontribusi terhadaptersendatnya pengajuan rancangan Qanun PerlindunganAnak Tahun 2016 di DPR Kota Lhokseumawe ?
1.3. Tujuan dan Manfaat PenelitianBuku Gender dan Kontestasi Politik Dalam PerspektifKebijakan Publik ini memiliki tujuan antara lain untuk :
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1. Mendeskripsikan kontestasi politik yang terjadi diantaralegislator DPR Kota Lhokseumawe pada badan legislasidalam proses pengajuan rancangan Qanun PerlindunganAnak tahun 2016.2. Mendeskripsikan kontribusi diskriminasi gender diantarapara anggota badan legislasi DPR Kota Lhokseumaweterhadap tersendatnya Qanun Perlindungan Anak Tahun2016.Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya sebagai“ilmu untuk ilmu” tetapi juga diharapkan dapat memberikankontribusi praktis pada bidang ilmu ataupun fokus kajian yangdilakukan terutama dalam kajian gender, kontestasi politik, dankebijakan publik. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat memberikanmanfaat teoritis dan praktis sebagai studi dasar penelitian-penelitian yang sama dalam konteks gender, kontestasi politik dankebijakan publik berbasis lokal, nasional, dan internasional.Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan manfaatpraktis bagi para aktor kebijakan publik dan aktor-aktor politikuntuk sadar akan kontestasi yang tanpa disadari terbentuk didalamproses penentuan kebijakan publik yang harus dikembalikan lagikepada prinsip awal yaitu melihat hak dan kewajiban masyarakatyang harus dipenuhi didalam keseluruhan aktivitas politik paraaktor-aktor tersebut.
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BAB 2

TEORI GENDER, KEBIJAKAN PUBLIK DAN
KONTESTASI POLITIK

2.1 Pengertian TeoriTeori merupakan basic mentality (mentalitas dasar) dalamkarya ilmiah. Karena teori memegang peranan penting dalammengalisis, tanpa teori maka karya tersebut bukanlah karya ilmiahnamanya, akan itu merupakan karangan biasa yang berdasarkanasumsi dari si penulis. Oleh sebab itu Neumen (dalam Sugiyono,2009:80) berpendapat Teori adalah seperangkap konstruk (konsep),
definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara
sistematik, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga
dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.Dengan teori menolong peneliti untuk meramal fenomena yangsedang terjadi dalam bidang politik maupun non politik,menjelaskan atau menelaah hal-hal yang terjadi dalam politiktermasuk menelaah kontestasi dalam konteks politik damnkebijakan public dalam sebuah Negara atau daerah.Teori juga mendorong peneliti untuk melihat fenomenayang terjadi dalam konteks politik saat ini, dimana barbainingpolitik yang membuat kontestasi yang sengit dalam pembahasankebijakan public atau qanun, karena dalam setiap kebijakan publicatau qanun pasti ada yang diuntungkan. oleh sebab itu dalamperumusannya selalu terjadi kontestasi yang sangat dominan danterjadiya tawar menawar yang panjang.Teori ini juga dibagi dalam tiga tingkatan yaitu :1. Teori yang deduktif: memberikan keterangan yangdimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatiftertentu ke arah data akan diterangkan.2. Teori yang induktif: adalah cara menerangkan dari datake arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yangpositivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist3. Teori yang fungsional: di sini tampak suatu interaksipengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data
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mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukanteori kembali mempengaruhi data.
2.2      GenderGender adalah konstruksi sosial dalam suatu Negara yangdipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agamamaupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namungender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Gendermerupakan fenomena sosial yang bersifat relatif dan kontekstual.Keberadaannya sangat tergantung pada konstruksi sosial darimasyarakat yang tersebut. Hal tersebut disampaikan pula olehRashlia Ramli (Rasyidin & Fidhia, 2016:7) bahwa : “Konstruksisosial dipengaruhi oleh unsur- unsur budaya, agama dankepercayaan sesuatu kelompok etnis.”Istilah gender pertama sekali diperkenalkan oleh RobertHellen dalam Rasyidin (2014:24) ia memisahkan fitur manusiaberdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang mengacupada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakanoleh Ann Oakley (1972), ia mendefinisikan gender sebagaikonstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusiauntuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Menurutpernyataan Oakley (1972) gender adalah perbedaan pada manusiayang bukan biologis dan bukan kodrat Ilahi. Gender adalahperbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yangdikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan ketentuanilahiah melainkan dibangun oleh manusia itu sendiri melalui prosessosial dan budaya dalam waktu yang lama.Merujuk pada pengertian yang dikemukakan ilmuan sosial,konsep genderdikemukakan Kementrian PemberdayaanPerempuan sebagai penjelasan tentang manaperbedaan perempuandan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan danmanaperbedaan yang merupakan bentukan budaya yang dikontruksikan,dipelajari dan disosialisasikan (Badan Koordinasi KeluargaBerencana Nasional dan Kementrian Negara PemberdayaanPerempuan, 2005).Pembedaan peran kodrati dan peran bentukan budaya inipenting dipahamkanpada masyarakat, karena dalam prakteknyaterjadi pencampuradukan pengidentifikasianciri-ciri manusia yang
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bersifat kodrati dan tidak dapat dirubah dan ciri-ciri manusiayangbersifat non kodrati (gender) yang sebenarnya dapat dirubah.Julia Cleves Mosse (1996;2) menegaskan pengertianmendasar atas perbedaangender dan jenis kelamin. Jenis kelaminbiologis merupakan pemberian; kita dilahirkansebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, selanjutnya dijelaskanolehMosse, bahwa jalan yang menjadikan kita maskulin ataufeminin adalah gabungan blokblokbangunan biologis dasar daninterpretasi biologis oleh kultur kitaGender sebagai perbedaan perempuan dan laki-lakiberdasarkan konstruksi sosial tercermin dalam kehidupan sosialyang berawal dari keluarga. Hal ini jugamenunjukkan adanyaekspektasi sosial yang berbeda terhadap anakperempuan dan anaklaki-laki (Morris, 1987). Sejak dini perempuan disosialisasibertindaklembut, tidak agresif, halus, tergantung, pasif, dan bukanpengambil keputusan.Sedangkan laki-laki sebaliknya,disosialisasikan harus aktif, agresif, mandiri, pengambilkeputusandan dominan. Kontrol sosial perempuan jauh lebih ketat ketimbanglaki-laki(Sihite, 2007; 230).Keberadaan gender di berbagai daerah di Indonesia  jugatidak dapat dipisahkan dengan konteks adat maupun agama yangterjadi di wilayah tersebut. Menurut para ahli dikenal dua teoriutama yaitu teori nurture dan teori nature. Dalam perkembanganzaman para ahli mengembangkan satu konsep baru sebagaiinstrumen menganalisis gender yaitu teori keseimbangan ataudikenal teori equilibrium (Kementrian Pemberdayaan Perempuan,2005:24-27).Hubungan ketiga teori ini dapat dijelaskan yang salingbergantungan, teori nurture adalah hasil bentukan sosial danbudaya. Jadi teori seharusnya tidak bisa ada dalam interaksinya.Untuk mengontrol keharmonisan  teori nurture tersebut sebagaiinstrumen yaitu teori equilibrium, dasar utama teori ini adalahmembangun keseimbangan dalam suatu masyarakat. Selain itu,teori equilibrium ini juga mengadopsi sebuah asumsi yaitu keduateori ini bagaikan dua sisi mata uang platfon yang tidak dapatdipisahkan dan tidak dapat diperdebatkan. Teori berharap dalamprakteknya saling melengkapi dimana ada kekurangannya, sehingga
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dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antar gender, namunyang terjadi adalah kesetaraan yang seimbang, efektivitaskombinasi dua teori ini sangat berdampak pada pemberdayaangender (Rasyidin & Fidhia, 2016:10-11).
2.2.1 Ketimpangan dan Diskriminasi GenderKetimpangan gender atau perbedaan gender (gender
differences) disebutkan oleh Mino Vianello dalam Riant Nugroho(2008:39) merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa perbedaanjenis kelamin akan melahirkan perbedaan gender, hal tersebutmenunjukkan kaum perempuan tidak rasional, emosional danlemah lembut, sedangkan kaum laki-laki memiliki sifat rasional,kuat atau perkasa. Gender dalam masyarakat Aceh sudahmendapatkan tempat yang sangat dihormati, karena Aceh telahmemiliki paRasyidin dan Fidhia (2016:11-13) mengatakan bahwapengaruh gender different yang merupakan sistem dan strukturdimana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korbankarena sistem tersebut. Oleh karena itu gender different ini harusdilawan dengan berbagai usaha dan ikhtiar, yaitu denganpemberdayaan gender secara signifikan dan comprehensive sertaberkesinambungan (tanpa henti) dari waktu ke waktu bahkan darigenerasi ke generasi berikutnya sehingga melahirkan beberapapermasalahan pada umumnya antara lain :1. Marginalisasi yang mengakibatkan terhambatnyamendapatkan atau mengakses informasi oleh kaum laki-lakidan kaum perempuan. Pengaruh marginalisi tersebutmenyebabkan timbulnya kemiskinan, keterbelakanganeksploitasi dan kebodohan di dalam masyarakat.Marginalisasi dapat terjadi di tempat kerja atau institusipemerintah, panggung politik, kebijakan public, organisasiswasta, dan rumah tangga.2. Sub-ordinasi timbul sebagai akibat dari pandangan genderterhadap kaum perempuan. Sikap ini menempatkan kaumperempuan pada posisi yang tidak menguntungkan dantidak penting. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwakaum perempuan yang tidak rasional, emosional dan lemah
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lembut, sehingga kaum perempuan dianggap kurang pantasuntuk tampil sebagai pemimpin. Dalam konteks negara ataudaerah terjadinya sub-ordinasi karena kebijakan publikyang dibuat tidak berpihak kepada gender atau disebutdengan tidak sensitif gender, bahkan peraturan daerah danundang-undang, program maupun proyek dengan tidakmemperhatikan kepentingan gender.3. Stereotip atau pelabelan (pandangan negatif) terhadap jeniskelamin tertentu terutama kaum perempuan. Akibatstereotip ini munculnya berbagai diskriminatif danketidakadilan, Sangat banyak pelabelan yang terjadi dalammasyarakat yang diarahkan kepada kaum perempuan.Misalnya, adanya keyakinan bagi masyarakat bahwa kaumperempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh mendapatkanpendidikan tinggi, tidak boleh berkecimpung dalam bidangpolitik dan kebijakan publik dan lain seumpamanya.4. Beban kerja, peran gender perempuan dalam anggapanmasyarakat luas adalah mengelola rumah tangga, sehinggabanyak kaum perempuan yang memiliki beban kerjadomestik. Beban kerja yang disebabkan oleh bias gendertersebut kerap kali yang dialami oleh kaum perempuandalam masyarakat yang semuanya dilabelkan dengan istilahpekerjaan domestik. Dengan pekerjaan domestik dianggappekerjaan yang bernilai rendah dibandingkan denganpekerjaan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki, beban kerjaini menempatkan kaum perempuan sebagai warga negaranomor dua, ini merupakan diskriminatif gender. Pelabelanini berlawanan dengan agama Islam, karena Islammeningkatkan derajat dan memuliakan kaum wanita secaramaksimal dan komprehensif.Menurut Riant Nugroho (2008 :48) bahwa beban kerja gendertelah langgeng terjadi dalam masyarakat didukung oleh kulturaldan strukturalyang telah ada di dalam sebuah masyarakat.Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentukmarginalisasi, sub-ordinasi, beban kerja dan stereotip yang terjadidiberbagai tingkat.
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Pertama, ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baikpada satu negara maupun pada organisasi antar negara, hal initerbukti bahwa setiap kebijakan publik, perundang-undangan danlain seumpamanya masih terlihat sebagiannya belum sensitive
gender (ketidakadilan gender).Kedua, ketidakadilan gender jugaterjadi di tempat kerja, organisasi bahkan di duniapendidikan.Masih banyak kebijakan organisasi, peraturanpekerjaan, manajemen dan kurikulum pendidikan yangmelanggengkan ketidakadilan gender.Ketiga, ketidakadilan genderjuga terjadi karena adat istiadat, budaya dan kebiasaan maupunkultur yang dimiliki oleh etnik atau suku-suku di dalam sebuahwilayah, daerah bahkan negara. Mekanisme pengambilan keputusanmasih mencerminkan ketidakadilan gender. Keempat, ketidakadilangender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Ini terjadi dariproses pengambilan keputusan, pembagian kerja, sampai kepadainteraksi antara anggota keluarga masih terjadi bias gender. Dengandemikian rumah tangga menjadi tempat yang kritis dalamsosialisasi ketidakadilan gender. Kelima, ketidakadilan gender sukardirubah karena telah mengakar dalam masyarakat, bahkan telahmenjadi sebagai sebuah ideologi.
2.2.2 Kesetaraan GenderKesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisidimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara,serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapatterwujud apabilaterdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki.Prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara arif danbijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehinggamampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidangpolitik, administrasi, kebijakan publik maupun bidangpembangunan. Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbanganantara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atauperbedaan (Rasyidin & Fidhia, 2016:15)Persoalan perempuan dan anak terkait erat dengan masalahkesetaraan gender, karena persoalan kesetaraan gender seringdianggap terkait dengan persoalan keadilan sosial dalam pengertianyang lebih luas.  Jadi konsep kesetaraan gender ini memangmerupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi pertentangan
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didalamnya. Selain itu belum ada sebuah kesepakatan tentangmakna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, MenurutRiant Nugroho (2008:60) menyatakan bahwa kesetaraan genderyaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuandalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia,agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan sertadalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dankeadilan gender ditandai dengan tidak ada lagi diskriminasi antarakaum perempuan dengan kaum laki-laki. Sehingga perempuan danlaki-laki berkemampuan yang sama untuk mengakses, berpeluanguntuk berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaatyang setara dan berkeadilan untuk menikmati hasil pembangunantersebut.Secara umum para feminis menghendaki kesetaraan genderyang sama antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aktivitaskehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkunganmasyarakat. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwafeminisme merupakan gerakan oposisi terhadap peran kaum laki-laki. Selain itu gerakan ini juga melakukan perlawanan kaumperempuan terhadap kodratnya. Dengan kesalahpahaman sepertiini, maka feminisme tidak saja kurang menemukan tempatdikalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum tidakditerima oleh masyarakat (Rasyidin & Fidhia, 2016:16)Menurut United Nations Development Program (UNDP)kesetaraan gender diidealkan dengan kesetaraan yang berimbang.Asumsi yang dipergunakan pada konsep kesetaraan ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesukaan dan keharusan yang samaatau tidak berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperolehtingkat kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik yang sama.Secara tidak langsung mereka tidak mengakui perbedaan biologis,sehingga memberi dampak pada kemampuan antara laki-laki danperempuan. Sementara dalam Instruksi Presiden RepublikIndonesia nomor 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa kesetaraangender adalah kesamaan kondisi baik untuk kaum laki-laki maupunperempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknyasebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam
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kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan Negara sertakesamaan dalam memperoleh hasil-hasil pembangunan.
2.2.3    PolitikPolitik merupakan strategi untuk mengurus danmemanajemeni Negara, maka politik adalah ilmu yang berperanmengurus Negara. Segala aktivitas yang berkenaan dengan Negaradan lembaga-lembaga Negara itu adalah politik. Oleh karena itudefinisi yang berkaiatan dengan politik sangat banyak disampaikanoleh para sarjana atau ahli dibidang politik. Baik politik dalampengertia umum maupun politik yang bersandar kepada agamaatau yang lain seumpamanya.Ilmu politik sebagi ilmu sosial yang memiliki, rangka, focusdan konstruksi yang jelas dan kokoh, dan ini merupakan ilmu yangmuda dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu huku,ilmu ekonomi, ilmu psikologi sosial dan ilmu sosiologi. SedankanIlmu administrasi Negara atau administrasi public merupakan ayahdari ilmu politik. Karena apabila dilihat dari perspektif danparadigm administrasi Negara atau administrasi public. Berkenaandengan tersebut. Bangsa Yunani Kuno terutama Plato dan Aritotelesmenamakan ilmu politik adalah sebagai en dam onia atau The
Good life. (Meriam Budiardjo, 2008 : 13).Secara umum ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yangmembahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dananalisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politikmempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalampembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yangtermasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilakupolitik dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilanpemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukanpemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan,kesejahteraan material dan perdamaian.

 Definisi politik dapat dipahami sangat beraneka ragam,seperti yang dikemukan oleh rasyidin dan Fidhia (2016)meliputi : Roger. F. Soltau: ilmu yang mempelajari negara,tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan
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melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negaradengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
 Karl W. Deutsch: pengertian politik adalah pengambilankeputusan melalui sarana umum.
 Ossip K. Flectheim: ilmu politik adalah ilmu sosial yangkhusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauhnegara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dantujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yangdapat mempengaruhi negara.
 J. Barents: ilmu politik adalah ilmu yang mempelajarikehidupan suatu negara yang merupakan bagian darikehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
 Goodin: ilmu politik adalah penggunaan kekuasaan sosialsecara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifatdan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaansocial dengan paksaan tersebut.
 Isjware: ilmu politik adalah perjuangan untuk memperolehkekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaanatau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrolkekuasaan/pembentukan dan penggunaan kekuasaan.
 Adolf Grabowsky: ilmu politik adalah penyelidiki negaradalam keadaan bergerak. Golongan pendefinisianinstitusional ini mempelajari lembaga-lembaga politikdengan negara sebagai pusat pembahasannya.
 Hoogerwerf: ilmu politik adalah kebijakan pemerintah,proses terbentuknya serta akibat-akibatnya.
 Mas Weaber: Pengertian ilmu politik menurut Max Weaberadalah kemampuan untuk membuat orang lain melakuikansesuatu yang tidak dikehendakinya.
 Paul Janet: ilmu politik merupakan sebagai ilmu yangmengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsippemerintahan.
 Miriam Budiardjo: ilmu politik adalah ilmu yangmempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagaiusaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang
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Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagaien dam onia atau the good life (kehidupan yang baik).
 Deliar Noer: Deliar Noer yang dalam buku pengantarpemikiran politik, ilmu politik memusatkan perhatian padamasalah kekuasaan dalam kehidupan bersama ataumasyarakat.
 Sri Sumantri: ilmu politik adalah pelembagaan darihubungan antar manusia yang dilembagakan dalambermacam-macam badan politik baik suprastruktur politikdan infrastruktur politik.
 Ramlan Surbakti: Surbakti adalah interaksi antarapemerintah dan masyarakat, dalam rangka prosespembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikattentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalamsuatu wilayah tertentu.
 Kosasih Djahiri: ilmu politik melihat kekuasaan sebagai intidari politik melahirkan sejumlah teori mengenai caramemperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnyasetiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebabmemengaruhi seseorang atau sekelompok orang yang dapatmenampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seseorangatau pihak yang memengaruhi.
 Idrus Affandi: ilmu politik adalah ilmu yang mempelajarikumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuanyang sama dalam ikatan negara.Berdasarakan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwapolitik ilmu yang mempelajari bagaimana mengurus Negara, jugalembaga-lembaga Negara dan hubungan yang terjalin antar lembagaNegara tersebut.

2.2.4 Politik GenderPolitik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-lakidan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengantegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya. Politikgender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifatpatriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalampartisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara dan
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lain sejenisnya, tidak boleh  ada lagi diskriminasi dalam berbagaibidang (Rasyidin & Fidhia, 2016:48)Asal muasal politik gender mengikuti pendapat yangdikemukakan oleh Sowards dan Renegar dalam Jenny Mochtar(2008:56) bahwa feminis gelombang ketiga mengkritik danmengevaluasi peran sosial kaum laki-laki dan perempuan dapathidup berdampingan secara damai. Laki-laki dan perempuandidistribusikan kesempatan dan posisi yang tidak berbeda antarasatu sama yang lainnya. Disini terlihat adanya pergeseranparadigma, bahwa sebelumnya laki-laki adalah musuh danpenindas, sehingga perempuan menjadi korban patriarki, berubahmenjadi laki-laki sebagai teman yang harmonis dan dalammenjalankan berbagai aktivitasnya dengan menerapkan suatuprinsip yaitu tanpa diskriminatif, praktek emansipasipun tidak sulitlagi untuk diimplimentasi diperbagai aspek sosial dan politik.Politik gender adalah memilih kebijakan yang lebihmendukung dan sejalan dengan kaum perempuan (tanpadiskriminatif sedikitpun) dan mereka menjadi objek utama sebagaipraktisi kebijakan, baik di bidang politik, maupun di bidang lainsejenisnya. Politik gender bukan hanya menganalisis pemberdayaangender, namun politik gender juga menganalisis gender dandiskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagaikegiatan.Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitaskehidupan kenegaraan adalah melemahkan politik gender danmenafikan kekuatan politik perempuan. Ini adalah bentukdiskriminasi dan ketidakadilan politik gender yang terjadi diIndonesia dan provinsi Aceh selama masa konflik atau sebelummasa reformasi. Rendahnya persentase perempuan dalam prosespengambilan keputusan politik dan negara itu juga bukti yangsangat signifikan yang disebabkan oleh suatu lembaga maupunprovinsi Aceh.  Akibatnya dari rezim orde baru (ORBA) denganformat politik yang otoriter menyebabkan terbatasnya kesempatanpartisipasi perempuan dalam kehidupan politik Indonesiaterhalangi. Format politik terlihat menghacurkan politik genderseluruh wilayah negara republik Indonesia termasuk di ProvinsiAceh (Rasyidin & Fidhia,2016:49).
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2.3 Kebijakan PublikKebijakan publik pada umumnya mengandung pengertianmengenai “whatever government choose to do or not to do”, denganartian kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih olehpemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Hal ini berartisesuatu yang dilakukan pemerintah atau tidak sama sekalidilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalahpublik merupakan suatu kebijakan publik. Sebagaimana yangdiungkapkan oleh Thomas Dye dalam Subarsono (2013:2) sebagaiberikut :Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukanorganisasi swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihanyang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badanpemerintah, serta kebijakan pemerintah untuk tidak membuatprogram baru atau tetap pada status quo adalah sebuahkebijakan publik.Maksud Thomas Dye adalah semua kebijakan publikmerupakan kebijakan yang jelas dibuat oleh pemerintahan danbukan dibuat oleh pihak swasta, dan dalam menghadapi suatupermasalahan publik, jika pemerintah merasa harus membuatkebijakan publik terbaru atau tetap dengan kebijakan yang sudahada, hal tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kebijakan publikyang dilaksanakan pemerintah.Menurut James E. Anderson dalam Subarsono (2013:2)kebijakan publik mengandung pengertian :Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparatpemerintah, walaupun disadari bahwa kebijakan publikdapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luarpemerintah.Dengan demikian kebijakan publik selain pada hakekatnyamerupakan hasil yang ditetapkan pemerintahan, namun tidak dapatdipungkiri bahwa hasil-hasil kebijakan tersebut merupakanpengaruh dari aktor dan faktor dari kawasan luar pemerintahan,bisa jadi merupakan suatu usulan atau isu-isu dari pihak swastayang kemudian pemerintah pada akhirnya harus menetapkansebuah kebijakan.
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B.W Hogwood dan L.A Gunn dalam Edi Suharto (2011)Hakekatnya kebijakan publik mencakup hal-hal sebagai berikut :1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum ataupernyataan-pernyataan yang ingin dicapai2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturanpemerintah4. Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakuprencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategipencapaian tujuan5. Keluaran (output) yaitu apa yang nyata telah disediakanoleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu6. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, makaakan diikuti oleh Y7. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentuyang relatif panjangSehingga kebijakan publik merupakan suatu bentukkewenangan secara formal yang dikeluarkan pemerintahberdasarkan isu-isu yang menjadi permasalahan publik yangkemudian dirasa perlu diambil langkah penetapan suatu kebijakandari adanya suatu kasus, isu, dan hal-hal yang dianggap penting bagipemerintahan sebagai pengambil kebijakan.Robert Eyestone (1971:18) mengatakan bahwa secara luaskebijakan publik dapat pula didefinisikan sebagai hubungan suatuunit pemerintah dengan lingkungannya. Sehingga kebijakan publikdinyatakan sebagai suatu bentuk dari adanya koordinasi dari isu-isuyang berkembang di lingkungan masyarakat yang kemudiandiambil alih oleh pemerintahan ketika dianggap penting untukditetapkan sebuah kebijakan yang merupakan proses yangmencakup tahapan implementasi dan evaluasi.Sebagai suatu bentuk arahan dari sebuah tindak lanjuttindakan, didefinisikan oleh Anderson (1969:4) kebijakan adalah :Tindakan yang merupakan arah tindakan yang mempunyai maksudyang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalammengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
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Kebijakan dalam artian tersebut merupakan hasil arahanpara aktor-aktor pemerintahan, baik aktor inti yang merupakan 3(tiga) pilar pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,maupun aktor pendukung yang merupakan bagian daripemerintahan yang melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkantersebut.Sementara itu, Amir Santoso (1993:3) dengan hasiltelaahnya menjabarkan kebijakan publik kedalam dua wilayahkategori, antara lain :1. Pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publikdengan tindakan-tindakan pemerintah, para ahli dalamkelompok ini cenderung menganggap bahwa semuatindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakanpublik, dalam hal ini pendapat-pendapat para ahli terbagikedalam tiga kubu yaitu menyangkut perumusan,pelaksanaan, dan penilaian dari suatu kebijakan.2. Para ahli yang memberikan perhatian khusus kepadapelaksanaan kebijakan, dalam hal ini pendapat-pendapatpara ahli tersebut terbagi kedalam dua kubu, yakni merekayang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksudtertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publiksebagai akibat-akibat yang bisa diramalkan.Perbedaan pendapat para ahli tersebut dianggap wajar,karena pada akhirnya suatu kebijakan tetaplah memiliki prosessebelum adanya sebuah ketetapan.  Berikut adalah proses-prosesdalam kebijakan publik (Dunn, 1999:24-25) :Penyusunan AgendaFormulasi KebijakanAdopsi KebijakanImplementasi KebijakanEvaluasi Kebijakan
Tahap penyusunan agenda, dalam tahapan ini para aktoryang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda
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publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebihdahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Padaakhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan paraperumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah bisa saja tidakdisentu sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkanmenajdi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk keagenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicaripemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasaldari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy

alternatives/policy options) yang ada. Dalam tahap perumusankebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilihsebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan amsalah. Padatahapan ini masing-masing aktor akan berjuang untuk mengusulkanpemecahan masalah terbaik.
Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatifkebijakan yang ditawarkan perumus kebijakan, pada akhirnya salahsatu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungandari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga ataukeputusan peradilan.
Tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakanhanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebuttidak diimplementasikan. Keputusan program kebijakan yang telahdiambil sebagai alternatif pemecahan masalah harusdiimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badanadministrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah ataudisebut dengan aktor pendukung dalam kebijakan publik.
Tahap evaluasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan yangtelah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yangdiinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran ataukriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakahkebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
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2.3.1 Agenda Kebijakan (Agenda Policy)Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutanagar para pembuat kebijakan dapat memilih atau merasa terdoronguntuk melakukan tindakan tertentu, dengan demikian agendakebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik seacaraumum atau disebut dengan prioritas (Budi Winarno, 2014 : 83).Prioritas tersebut merujuk pada susunan pokok-pokokagenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih pentingdibandingkan dengan agenda lain. Barbara Nelson dalam BudiWinarno (2014:83)  menyatakan bahwa proses agenda kebijakanberlangsung ektika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secarapersonal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untukmerespon masalah tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakanbahwasannya agenda kebijakan adalah pertarungan wacana yangterjadi dalam lembaga pemerintahan, khususnya pada penelitian inilembaga legislatif.Pada hakikatnya tidak semua masalah publik atau isu-isupublik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalahtersebut harus berkompetisi antara satu dan lainnya sehinggahanya akan ada beberapa isu atau masalah saja yang masuk kedalam agenda kebijakan.Lester dan Stewart dalam Budi Winarno (2014 : 85)menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bilamemenuhi beberapa kriteria, antara lain :1. Isu tersebut telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidakdapat terlalu lama didiamkan.2. Isu tersebut mempunyai sifat partikulatitas.3. Isu tersebut mendapat perhatian media massa karena faktor
human interest.4. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaandan legitimasi.5. Isu tersebut sedang menajdi trend atau sedang diminatibanyak orang.
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Sedangkan Mark Rushefky menyatakan suatu isu akanmenjadi agenda melalui konjugsi tiga urutan, yaitu :1. Pengidentifikasian masalah yang telah didiskusikan2. Menitikberatkan pada kebijakan atau pemecahan masalah.3. Urutan politik (political stream)Kepemimpinan politik merupakan faktor penting dalampenyusunan agenda. Para pemimpin politik dapat dipengaruhi olehpertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, kepentinganpublik maupun kedua-keduanya. Banyak isu atau masalah publikyang terhambat masuk menjadi prioritas dalam agenda kebijakan,beberapa cara yang digunakan oleh para pembuat kebijakan untukmenghambat suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakandisebutkan oleh Budi Winarno (2014 : 86):1. Menggunakan kekerasan2. Menggunakan nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan yangberlaku, sampai kepada budaya politik.3. Menggunakan konsep pengelolaan konflikSedangkan adapun yang menjadi faktor pendukung suatuisu atau masalah dapat masuk kedalam agenda kebijakan, antaralain : 1. Isu-isu publik akan mencapai status agenda karena suatukrisis atau peristiwa yang kritis.2. Agar suatu masalah menjadi agenda kebijakan adalahdengan melakukan protes.3. Perhatian media massa terhadap suatu isu dalammenekankan penting atau tidaknya isu tersebut dapatdikelola oleh media massa.Ketergantungan antar pembuat kebijakan terhadap prioritaskebijakan menjadikan agenda kebijakan pada proses yang sangatkrusial dalam kebijakan publik.
2.3.2 Perumusan Kebijakan Publik(Policy Formulation)Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahapan yangpenting dalam pembentukan kebijakan publik, sebelum sebuahkebijakan menjadi sebuah ketetapan dilakukan terlebih dahuluperumusan atas kebijakan tersebut, seperti yang disampaikan olehCharles Lindblom (1984:3) :
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Dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlumemahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran sertadalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun aktor-aktor tidak resmi.Dimaksudkan bahwa dalam merumuskan suatu kebijakanpublik, terdapat aktor-aktor yang memiliki kewenangan membuatkebijakan dan memiliki perannya masing-masing baik dalamperumusan masalah bahkan sampai kepada pelaksanaan kebijakan.Dalam kebijakan publik, terdapat dua aktor yaitu aktor utama danaktor pendukung. Aktor utama adalah pembuat dan yangmenetapkan kebijakan, sedangkan aktor pendukung merupakanpelaksana kebijakan tersebut.Untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskankebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semuapemeran serta atau partisipan, bagian atau peran apa yangmereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yangmereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubunganserta saling mengawasi.Pemeran serta yang tersebut diatas diantaranya adalahwarga negara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpinlembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawaisipil, dan swasta.Kerangka kerja kebijakan publik ditentkan oleh beberapavariabel berikut ini :1. Tujuan yang akan dicapai, mencakup kompleksitas tujuanyang akan dicapai.2. Prefernsi nilai, suatu kebijakan yang mengandung berbagaiavriasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibandingdengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai.3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan, kinerja kebijakanakan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material, daninfrastruktur lainnya.4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatankebijakan.5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi,politik, dan sebagainya.6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
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Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan PublikDalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yangperlu dilakukan, yakni membangun persepsi di kalanganstakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggapsebagai masalah, karena bisa saja sebuah fenomena yang terjadidianggap bukan suatu masalah yang harus ditetapkan sebuahkebijakan, membuat batasan masalah, dan memobilisasi dukunganagar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.Pada tahapan formulasi dan kebijakan, analisis kebijakanperlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yangberhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudianberusaha mengembangkan alternatif - alternatif kebijakan,membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampaipada sebuah kebijakan yang dipilih.
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Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, padatahap ini diperlukan sumberdaya, dan penyusunan organisasipelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering adamekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakanberjalan dengan baik.Tindakan kebijakan tersebut akan menghasilkan kinerja dandampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadapimplementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasibermanfaat bagi penentuan kebijakan baru dimasa yang akandatang, dengan harapan kebijakan yang akan datang lebih baik danberhasil dalam implementasinya.James anderson menetapkan proses kebijakan publik(1979:23-24) sebagai berikut :1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya ?apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agendapemerintah ?2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimanamengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatifuntuk memecahkan masalah tersebut ? siapa saja yangberpartisipasi dalam formulasi kebijakan ?3. Penetapan kebijakan (adoption) : bagaimana alternatifditetapkan ? persyaratan atau kriteria seperti apa yangharus dipenuhi ? siapa yang akan melaksanakan kebijakan ?bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakankebijakan ? apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan ?4. Implementasi (implementation) : siapa yang terlibat dalamimplementasi kebijakan ? apa yang mereka kerjakan ? Apadampak dari isi kebijakan ?5. Evaluasi (evaluation) : bagaimana tingkat keberhasilan ataudampak kebijakan diukur ? siapa yang mengevaluasikebijakan ? apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? adakah tuntutan untuk melakukan perubahan ataupembatalan ?Selanjutnya Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11)menyatakan bahwa ada lima tahapan dapalam proses kebijakanpublik antara lain :
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1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu prosesuatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni prosesperumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni prosesketikan pemerintah memilih untuk melakukan suatutindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaituproses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapaihasil.5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untukmemonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.Secara jelas dan terperinci proses perumusan kebijakanpublik dilakukan melalui beberapa tahapan, yang diantaranyaterlebih dahulu penyusunan agenda kebijakan dari permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian dilakukan tahapan formulasikebijakan, pembuatan kebijakan, pengimplementasian kebijakan,sampai pada pengevaluasian kebijakan yang sudah dijalankan,apakah berjalan baik atau tidak dan apa yang harus diperbaiki darikebijakan-kebijakan tersebut.
2.3.2.1 Tahapan Perumusan Kebijakan PublikSecara umum proses perumusan kebijakan meliputiperumusan masalah (defining problem), agenda kebijakan,pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah danyang terakhir adalah tahap penetapan kebijakan, Budi Winarno(2014 : 122-126) membagi tahapan-tahapan dalam perumusankebijakan publik sebagai berikut:a. Perumusan masalah (defining problem), Mengenali masalahdan merumuskan masalah merupakan langkah yang palingfundamental dalam perumusan masalah, yaitu masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baikpula.b. Agenda Kebijakan, yaitu memilih masalah yang paling

urgent untuk diagendakan menjadi pembahasahan utamadari sekian deretan permasalahan yang ada. Sedangkanpermasalahan tidak terlalu penting dan mendesak di
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kesampingkan untuk menjadi agenda pembahasanselanjutnya.c. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik danpara perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalahtersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkahselanjutnya adalah membuat pemecahan. Disini perumuskebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatifpilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkanmasalah tersebut.d. Tahap penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekianalternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untukmemecahkan masalah kebijakan, maka pada tahap akhirdalam pembentukan kebijakan adalah menetapkankebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyaikekuatan hukum yang mengikat. Dan implementatorkebijakan dalam proses implementasinya mempunyaikoridor atau rambu sebagai pedoman.
2.3.3 Aktor dalam Perumusan Kebijakan (Policy
Formulation Actor)Kebijakan publik pada hakekatnya dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki peran serta dalam pembahasan hinggaperumusannya, aktor atau pemeran serta dalam kebijakan publikmerupakan sekolompok orang baik secara formal maupun informal,sebagai indivisu maupun organisasi yang memiliki pengaruh dalamproses kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masingyang dimilikinya, Kaufman dalam Sri Suwitri (2014)menyampaikan:Aktor dalam kebijakan publik merupakan stakeholders yangdalam pelaksanaan suatu program akan bijaksana jikapelaksanaan program mengidentifikasi stakeholders kunci,kepentingan mereka, apa yang akan mereka dukung sertastrategi untuk dapat bekerjasama dengan mereka, hal iniditujukan untuk mengatur suatu hal dengan tujuanmeningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat.

Stakeholders merupakan aktor dalam perumusan kebijakanpublik yang masing-masing dari mereka memiliki power ataukekuasaan dalam perumusan suatu kebijakan publik. Stakeholders
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sangat dibutuhkan dalam perumusan suatu kebijakan dikarenakanmereka memiliki strategi dengan saling bekerjasama untukterbentuknya suatu kebijakan publik dengan tujuanmensejahterakan masyarakat pada umumnya bukan hanya untukkepentingan individu atau suatu kelompok.Viney membagi stakeholders dalam 4 kategori (Sri Suwitridkk, 2014), antara lain :1. Primer : aktor dengan pengaruh tinggi dan mempunyaitingkat kepentingan yang tinggi.2. Sekunder : aktor dengan pengaruh tinggi tetapi tingkatkepentingan yang rendah.3. Tersier : aktor dengan penagruh rendah tetapi memilikikepentingan yang tinggi.4. Kuarter : aktor dengan pengaruh dan kepentingan rendah.Setiap aktor memiliki masing-masing tingkat kepentingandalam merumuskan kebijakan meskipun pada akhirnya tujuannyaadalah untuk kesejahteraan masyarakat. Aktor-aktor atau pemeranserta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam duakelompok yakni pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidakresmi (Budi Winarno, 2014:127).Pemeran serta resmi merupakan :1. Badan-badan Administrasi (Agen-agen Pemerintah)Badan-badan administrasi menjadi sumber utamamengenai usul-usul pembuatan undang-undang dalamsistem politik dan dalam pengembangan kebijakan publikbadan administrasi ikut terlibat sebagai agen pemerintahyang turut serta dalam menentukan kebijakan publik.2. EksekutifPresiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yangpenting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan presidendalam perumusan kebijakan dapat dilihat dari komisi-komisi presidensial, maupun rapat kabinet.3. LegislatifLembaga legislatif merupakan lembaga yang krusial dalamperumusan kebijakan, setiap undang-undang menyangkutpersoalan-persoalan publik harus mednapatkanpersetujuan dari lembaga legislatif, dan suatu undang-
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undang baru akan sah bila telah disahkan oleh lembagalegislatif.4. YudikatifLembaga yudikatif atau lembaga peradilan dalam kebijakanpublik merupakan salah satu lembaga yang juga memilikipenagruh penting, lembaga yudikatif dapat mempenagruhisubstansi kebijakan publik melalui kekuasaan peninjauanyudisial dan penafsiran undang-undang dalam kasus-kasusyang diajukan kepadanyaSedangkan pemeran serta tidak resmi adalah1. Kelompok-kelompok kepentinganKelompok ini merupakan pemeran serta tidak resmi yangmemainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan,kelompok-kelompok kepentingan memainkan peran yangpenting dengan artikulasi kepentingan yaitu merekaberfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikanalternatif-alternatif tindakan kebijakan, dan kelompokkepentingan pada umumnya memberikan informasi kepadapara pejabat publik dan seringkali infromasi yang diberikanbersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakanyang diajukan.2. Partai politikPartai politik merupakan kekuatan yang predominan dalampembentukan kebijakan, mereka biasanya bertindak sebagaiwakil-wakil dan dengan kepentingan-kepentingan yangterbatas, serta pada umumnya meskipun partai politikmemiliki jangkaun lebih luas dibandingkan dengankelompok-kelompok kepentingan namun mereka cenderungbertindak sebagai perantara daripada sebagai pendukungkepentingan-kepentingan tertentu dalam pembentukankebijakan.3. Warganegara individuDalam pembentukan kebijakan publik pada dasarnyadiserahkan kepada para pejabat publik, namun dalambeberapa hal para warganegara individu dapat mengambilperan serta aktif dalam pengambilan keputusan.
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2.3.4Implementasi Kebijakan(Policy Implementation)dan
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusialdalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harusdiimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yangdinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertianyang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelahpenetapan undang-undang. Implementasi merupakan pelaksanaanundang-undang yang didalamnya berbagai aktor, organisasi,prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankankebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atauprogram-program (Budi Winarno, 2014:147).Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2014:148)mengatakan implementasi sebagai :Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yangmemberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atausuatu jenis leluaran yang nyata. istilah impelementasimenunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti penrnyataanmaksud tentang tujuan-tujuan program dan ahsil-hasil yangdiinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasimencakup tindakan-tindakan atau tidak oleh berbagai aktor,khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuatprogram berjalan.Implementasi merupakan bukti nyata penerapan kebijakanpublik setelah para aktor-aktor berhasil merumuskan suatukebijakan yang telah menjadi sebuah ketetapan. Implementasidirealisasikan berdasarkan tujuan-tujuan awal terbentuknyasebuah kebijakan. Grindle dalam Budi Winarno (2014:149)menyatakan impelemntasi adalah membentuk suatu kaitan yangmemudahkan tujuan-tujuan kebijakan sehingga dapatdirealisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.Setelah kebijakan diimplementasikan kepada masyarakat,maka setelah itu dalam pola kebijakan publik tahap terakhir adalahpengevaluasian kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan rangkaianakhir yang menyangkut estimasi penilaian kebijakan yangmencakup substansi, implementasi, dan dampak. Lester danStewart (Winarno, 2014: 229_ membedakan evaluasi kebijakankedalam dua tugas, antara lain :
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Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakandengan cara menggambarkan dampaknya, dan Tugas keduaadalah untuk emnilai keberhasilan atau kegagalan dari suatukebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telahditetapkan sebelumnya.Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakahprogram kebijakan publik mencapai tujuaan atau dampak yangdiinginkan atau tidak. Sedangkan tugas kedua merupakan evaluasikebijakan yang didasari  oleh keterkaitan eratnya dengan tugasyang pertama, setelah diketahui konsekuensi-konsekuensikebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, makadapat diketahui kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidakterhadap keinginan ataupun tujuan yang ingin dicapai sebelumnya.Evaluasi kebijakan publik memiliki enam langkah dalampenerapannya menurut Suchman (Winarno, 2014:233) antara lain :1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi2. Analisis terhadap masalah3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakanakibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yanglain6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatudampakAdanya tahapan evaluasi kebijakan merupakan suatu usahauntuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisikehidupan nyata, serta tujuan dari evaluasi kebijakan adalah agardiketahui apa saja yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yangsudah ditetapkan, bagaimana proses pelaksanaan program-program tersebut dan jika ada apakah telah dicapai tujuan (dampakatau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkansebelumnya.Pada dasarnya evaluasi tentang dampak kebijakanmerupakan salah satu dari yang dapat dilakukan oleh seorangevaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Ada tiga hal yang



Dr. Rasyidin, S.Sos. MA Fidhia Aruni, S.I.Kom. M.A.P

34

dapat dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasikebijakan publik (Winarno, 2014:235)
Pertama, evaluasi kebijakan mungkin menjelaskankeluaran-keluaran kebijakan, kategori yang lain menyangkutdampak yang dihasilkan oleh kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok yang telah ditargetkan atau keadaan yang ingindihasilkan dari kebijakan publik. Pada saat evaluator menganalisiskonsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan tersebut, seorangevaluator harus menjelaskan bagaimana kebijakan ditampilkamdalam hubungannya dengan keadaan yang dituju.
Kedua, evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuankebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, dan Ketiga,evaluasi kebijakan menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakandalam bentuk policy feedback, termasuk didalamnya reaksi-reaksidari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistempembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan.

2.3.5 Analisis Kebijakan PublikAnalisis kebijakan merupakan suatu proses untuk menilaisuatu kebijakan,apakah suatu kebijakan masih sesuai dengankondisi,  karena kebijakan tersebut setelah dilakukan telaahanbarangkali tidak sesuai lagi dengan kondisi atau keadaan yang adapada saat itu. Oleh karena itu setiap kebijakan perlu dilakukananalisa secara berkelanjutan. Analisis kebijakan merupakan kajianilmu terapan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasikebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yangberkaitan dengan kebijakan  yang sedang atau yang akan dihadapimasyarakat suatu Negara atau wilayah atau daerah.Dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasiberkaitan dengan masalah-masalah kebijakan, argumentasi-argumentasi mengenai berbagai alternatif kebijakan. Kesumaan itudapat dikaji secara mendalam dan mendetil dalam memberikanpertimbangan  atau masukan kepada aktor-aktor kebijakan ataupolicy maker.Menurut Sri Sawitri (2014 : 2.5)  analisis kebijakan adalahsuatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperolehpemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah sosialteknik dan untuk mencari solusi yang lebih baik. Analisis kebijakan
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menggunakan ilmu modern dan teknologi modern dalammenyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Disamping itu analisis kebijakan mencari jalan yang lebih mudahdifahami dan dicerna oleh pembuat kebijakan, menyusun informasi-informasi dan bukti-bukti serta pengaruh-pengaruh yangdiakibatkan oleh penerapan atau implementas suatu kebijakandalam lingkungan masyarakat tertentu. Dalam penyusunankebijakan diperlukan berbagai teknik dan strategi yang efektif danefisien dengan menghitung berbagai kendala yang akan dihadapidalam negosiasi dan kontestasi politik yang sangat dominan, dalamperumusan dan implementasi sebuah kebijakan.Mengikut pendapat William N Dunn (2014 : 2.5) bahwaanaisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yangmepergunakan berbagai model metodologi penelitian dan argumentyang menghasilkan informasI yang relevan untuk memecahkanmasalah-masalah kebijakan. Pendapat yang dikemukan oleh Weimedan Vining dalam (sri Suwitri, 2014 : 2.6) the product of policy
analysis is advice, specifically. It is advice that inform some public
policy decision.

2.3.6  Model-model Analisis Kebijakan PublikMaksud dibuatnya model menurut Wahab (2008:72),“adalah untuk membantu pekerjaan mereka (analis) dalammemahami dan memvisualisasikan realita kebiajakan publik yangkompleks”. Menurut Wahab (2008:72), “dengan berbekalkanmodel-model dan tipologi-tipologi itulah maka analis kebijakanpublik (public policy analyst) akan dipermudah tugasnya dalamupayanya memahami bagamana proses perumusan atau prosesimplementasi kebijakan publik itu.Henry dalam Islamy (2007:36) mengelompokkan duatipologi dalam analisis model kebijakan, yaitu (1) kebijakan publikdianalisa dari sudut proses; (2) kebijakan publik dianalisa dianalisadari sudut hasil dan akibat (efek)nya. Selanjutnya Dye dalam Wahab(2008:77), membagi model analisis kebijakan publik ke dalam 6buah model, yaitu : model kelembagaan, model kelompok, modelelit, model rasional, model inkremental dan model sistem. Menuruthenry dalam Islamy (2007:36), Tipologi yang termasuk ke dalamkelompok penganalisisan dari sudut proses adalah.
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a.Model kelembagaanDari sudut pandang model kelembagaan, kegiatan-kegiatanyang dilakukan oleh warga negara, baik secara perseoranganmaupun secara berkelompok pada umumya terkonsentrasi dantertuju pada lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan publikmenurut model kelembagaan ini ditetapkan, disahkan, dilaksanakandan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembagapemerintah tersebut.Dengan perkataan lain, menurut model ini terdapathubunan yang erat antara kebijakan publik dan lembag-lembagapemerintah. Kebijakan apapun tidak akan menjadi kebijakan publikkalau ia tidak diterima, diimplementasikan dan dipaksakanpemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah.Model kelembagaan biasanya dipakai untuk menelaahproses perumusan/ pembuatan kebijakan publik, namunsebetulnya dapat pula dimanfaatkan untuk menelaah implementasikebijakan publik, model ini dipakai untuk menjelaskan kondisiaktual dan potensial dri lemabaga-lemabag pemerintah, danmenganalisis kenapa satu persoalan yang sama kadangkala harusdiorganisasikan dan diatur oleh beberapa lemabaga.
b.Model kelompokModel ini berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksiantar kelompok dalam masyarakat adalah pusat perhatian daripolitik. Individu-individu yang memiliki latar belakang kepentinganyang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupuninformal untuk mendesakan kepentingan-kepentingannya padapemerintah. Dalam model ini, perilaku individu akan mempunyaimakna politik kalau mereka bertindak sebagai bagian atas namakepentingan kelompok.Dari sudut pandang model kelompok, perilaku individu akanmempunyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai bagiandari kelompok atau atas nama kepentingan kelompok. Kelompokdapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan politik penting yangmenghubungkan antara individu dengan pemerintah, karena politiktidak lain adalah perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok untuk emmpengaruhi kebijakan publik. Sebagai alatbantu analisis, model kelompok ini selain dapat dipergunakan
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untuk meganalisis proses pembuatan kebijakan publik juga dapatdipergunakan untuk menganalisis proses implementasinya.Kelompok dipandang sebagai jembatan yang penting antaraindividu dan pemerintah, karena politik pada dasarnya adalahperjuangan-perjuangan yang dilakukan kelompok untukmempengaruhi kebijakan publik. Dari sudut pandang model inisistem politik mempunyai tugas untuk mengelola konflik yangtimbul dalam perjuanagan antar kelompok tersebut, dengan cara :1) Menetapkan aturan permainan dalam perjuangankelompok;2) Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkankepentingan;3) Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalambentuk kebijakan publik;4) Memaksakan kompromi tersebut.Model pluralis/kelompok lebih menitik beratkan bahwakebijakan publik terbentuk dari pengaruh sub-sistem yang beradadalam sistem demokrasi. Dalam model ini adalah gagasan yangsifatnya lebih parsitipatif dan berbasis komunitas dalam perumusankebijakan atau pengambilan kebijakan.[1][4] Padangan Pluralismenurut Robert Dahl dan David Truman, menguraikan sebagaiberikut :a. Kekuasaan merupakan atribut individu dalamhubungannya dengan individu-individu yang lain dalamproses pembuatan keputusan.b. Hubungan –hubungan kekuasaan tidak perlu tetapberlangsung, hubungan-hubungan kekuasaan lebihdibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelahkeputusan tersebut dibuat maka hubungan-hubungankekuasaan tersebut tidak akan nampak, hubungan iniakan digantikan oleh seperangkat hubungan kekuasaanyang berbeda ketika keputusan selanjutnya hendakdibuat.c. Tidak ada pembedaan yang tetap antara elit dan massa.Individu-individu yang berpartisipasi dalam pembuatankeputusan dalam suatu wakt tidak dibutuhkan oleh
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individu yang sama yang berpartisipasi dalam waktuyang lain.d. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitasyang tinggi.e. Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas.Tidak ada kelompok tunggal yang mendominasipembuatan keputusan untuk semua masalah kebijakan.f. Kompetisi dapat dianggap berada diantara pemimpin.Kebijakan publik lebih lanjut dipandang merefleksikantawar menawar atau kompromi yang dicapai diantarakompetisi pemimpin politik.Dalam model ini kebijakan publik pada dasarnyamencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuanganantar kelompok pada suatu waktu tertentu dan kebijakan publikmencerminkan kesimbangan setelah pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu berhasil mengarahkan kebijakan publik ke arahyang menguntungkan mereka.Besar kecilnya pengaruh kelompok-kelompok tersebut ditentukan oleh jumlah, kekayaan, kekuatanorganisasi, kepemimpinan, akses terhadap pembuat keputusan dankohesi dalam kelompok.
c.Model rasionalDalam model ini konsep rasionalitas sama dengan konsepefisiensi. Oleh karena itu dapat diaktakan bahwa suatukebijaksanaan yang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yangdicapai dan nilai yang dikorbankannya adalah positif dan lebihtinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain, Islamy(2000:50). Dalam setiap organisasi tentu terdapat sejumlah carauntuk pencapaian tujuan, dan pada saat dihadapkan dengankebutuhan untuk membuat suatu pilihan diantara berbagaialternatif, maka pembuat keputusan yang rasional (rational
decision-maker)harus memilih alternatif yang dirasanya paling tepatguna mecapai hasil akhir (outcome) yang diinginkan.Model rasional komprehensif ini menekankan padapembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan padakomprehensivitas informasi dan keahlian pembuatkeputusan. Dalam model ini suatu kebijakan yang rasional adalahsuatu kebijakan yang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yang
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dicapai dengan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebihtinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.Dalam model ini para pembuat kebijakan untuk membuatkebijakan yang rasional, harus :a. Mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada dalammasyarakat.b. Mengatahui semua alternatif kebijakan yang tersedia.c. Mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatifkebijakan.d. Memperhitungkan rasio antara tujuan dan nilai sosialyang dikorbankan bagi setiap alternatif kebijakan.Model ini terdiri dari elemen sebagai berikut :a. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalahtertentu. Masalah ini dapat dipisahkan dengan masalahyang lain atau paling tidak masalah tersebut dapatdipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalahyang lain.b. Tujuan, nilai atau sasaran yang mengarahkan pembuatkeputusan dijelaskan dan disusun menurut artipentingnya.c. Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perludiselidiki.d. Konsekunsi (biaya dan keuntungan) yang timbul darisetiap pemilihan alternatif diteliti.e. Setiap alternatif dan konsekuensi yang menyertainyadapat dibandingkan dengan alternatif lain. Pembuatkeputusan memil;iki alternatif beserta konsekuensi yangmemaksimalkan pencapaian tujuan, nilai atau sasaranyang hendak dicapai.Namun ada krikit terhadap model rasional komprehensif,yaitu :a. Para pembuat keputusan tidak dihadapkan padamasalah-masalah yang konkrit dan jelas. Sehinggaseringkali para pembuat keputusan gagal mendefinisikanmasalah dengan jelas, akibatnya keputusan yangdihasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidaktepat.
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b. Tidak realitis dalam tuntutan yang dibuat oleh parapembuat keputusan. Menurut model ini pembuatkeputusan akan mempunyai cukup informasi mengenaialternatif yang digunakan untuk menanggulangi masalah.Pada kenyataannya para pembuat keputusan seringkalidihadapkan oleh waktu yang tidak memadai karenadesakan masalah yang membutuhkan penanganansesegera mungkin.c. Para pembuat keputusan publik biasanya dihadapkandengan situasi konflik daripada kesepakatan nilai.Sementara nilai-nilai yang bertentangan tersebut tidakmudah diperbandingkan atau diukur bobotnya.d. Pada kenyataannya bahwa para pembuat keputusantidak mempunyai motivasi untuk menetapkankeputusan-keputusan berdasarkan tujuan masyarakat,sebaliknya mereka mencoba memaksimalkan ganjaran-ganjaran mereka sendiri.e. Para pembuat keputusan mempunyai kebutuhan,hambatan dan kekurangan sehingga menyebabkanmereka tidak dapat mengambil keputusan atas dasarrasionalitas yang tinggi.f. Investasi yang besar dalam program dan kebijakanmenyebabkan pembuat keputusan tidakmempertimbangkan lagi alternatif yang telah ditetapkanoleh keputusan sebelumnya.g. Terdapat banyak hambatan dalam mengumpulkansemua informasi yang diperlukan untuk mengetahuisemua kemungkinan alternatif dan konsekuensi darimasing-masing alternatif.
d.Model inkrementalModel inkremental pada hakikatnya memandang kebijakanpublik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telahdilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanyamelakukan perubahan-perubahan seperlunya. Pendekatan inidiambil ketika pengambil kebijakan berhadapan denganketerbatasan waktu, ketersediaan informasi dan kecukupan danauntuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif.
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Model ini lebih bersifat deskritif dalam pengertian, modelini menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai parapenjabat dalam membuat keputusan. Ada beberapa hal yang harusdiperhatikan dalam mempelajari model penambahan, yakni :1. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empirik terhadaptindakan dibutuhkan.2. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkanbeberapa alternatif untuk menanggulangi masalah yangdihadapi dan alternatif hanya berada secara marginaldengan kebijakan yang sudah ada.3. Untuk setiap alternatif, pembuat keputusan hanyamengevaluasi beberapa konsekuensi yang dianggap pentingsaja.4. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan dibatasikembali secara berkesinambungan.5. Tidak ada keputusan tunggal atau penyelesaian masalahyang dianggap paling “tepat”.6. Pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnyamerupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepadaperbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyatasekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial dimasa depan.Keputusan yang diambil dari model ini hasil kompromi dankesepakatan bersama antara banyak partisipan. Dalam kondisibanyaknya partisipan, keputusan akan lebih mudah dicapai bilapersoalan yang disengketakan oleh berbagai kelompok hanyamerupakan perubahan terhadap program yang sudah ada, keadaansebaliknya jika menyangkut perubahan kebijakan besar yangmenyangkut keuntungan dan kerugian besar. Pembuatan keputusansecara inkrementalisme adalah penting dalam rangka mengurangikonflik, memelihara stabilitas dan sistem politik itu sendiri.Dalam pandangan inkrementalis, para pembuat keputusandalam menunaikan tugasnya berada dibawah keadaan yang tidakpasti yang berhubungan dengan konsekuensi dari tindakan merekadi masa depan, maka keputusan inkrementalis dapat mengurangirisiko atau biaya ketidakpastian itu.
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e. Model sistemManfaat utama dari model sistem ini ialah kemampuannyauntuk mengkonsepsualisasikan secara sederhana gejala-gejalapolitik (political phenomena) yang, dalam kenyataan sebenarnyakerapkali jauh darikompleks. Dengan lebih memfokuskan padaproses-proses (processes) dan bukannya pada lembaga lembaga (ins
titutions) atau struktur-struktur (structures).Model sistem juga bermanfaat dalam mengelompokkanproses kebijakan(policy process) ke dalam tahapan-tahapan yangberbeda-beda yang masing-masing tahapan itu dapat pula dianalisissecara lebih terperinci.Model sistem menurut Paine dan Naumes menggambarkanmodel pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antaralingkungan dengan para pembuat para pembuat kebijakan, dalamsuatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa dalampembuatan kebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamisantara pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yangterjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs dan outputs).Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagaitanggapan dari suatau sistem politik terhadap tuntutan-tuntutanyang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaanyang berada di luar batas-batas politik. Kekuatan yang timbul darilingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagaimasukan (inputs) bagi sistem politik, sedangkan hasil-hasil yangdikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapanterhadap tuntutan tersebut dipandangkan sebagai keluaran (output
s) dari sistem politik. Sistem politik adalah sekumpulan strukturuntuk dan proses yang saling berhubungan yang berfungsi secaraotoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi suatu masyarakat.Hasil-hasil (outputs) dari sistem politik merupakan alokasi nilaisecara otoritatif dari sistem dan alokasi-alokasi ini merupakankebijakan publik.Untuk mengubah tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan,suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaianpertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaianpertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian inipada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu suatu sistemdibangun berdasarkan elemen yang mendukung sistem tersebut
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dan hal ini bergantung pada interaksi antar berbagai sub sistem,maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yaitu :1. Menghasilkan outputs yang secara layakmemuaskan;2. Menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakardalam sistem itu sendiri;3. Menggunakan atau mengancam untuk menggunakankekuatan (penggunaan otoritas).4. Menurut Thomas R. Dye, dengan teori sistem inidapat diperoleh petunjuk mengenai:5. Dimensi-dimensi lingkungan apakah yangmenimbulkan tuntutan-tuntutan terhadap sistempolitik ?6. Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yangmemungkinkannya untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi kebijakan publik dan berlangsungterus-menerus ?7. Dengan cara yang bagaimana masukan-masukanyang bersasal dari lingkungan mempengaruhi sistempolitik?8. Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yangmempengaruhi isi kebijakan publik?9. Bagaimanakah masukan-masukan yang berasal darilingkungan mempengaruhi kebijakan publik?
f.Model ElitModel elit adalah (the ruling elite model) adalah sebuahmodel analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teorielit (elite theory).Kebijakan publik dilihat dari sudut teori elit selaludianggap sebagai the result of preference and values of governing
elite (cerminan dari preferensi kehendak dan nilai-nilai yang dianutoleh elit berkuasa). Miliband berpendapat bahwa negara bukanlahsebuah badan yang netral, melainkan sebuah instrumen untukdominasi klas. Dalam masyarakat kapitalis negara pada hakekatnyamerupakan instrumen bagi golongan borjuis untuk mengokohkandominasinya (secara sosial, ekonomi dan politik) dalammasyarakat, (Wahab (2008:88). Kelompok elit yang bertugasmembuat dan melaksanakan kebijaksanaan digambarkan dalam
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model ini sebagai mampu bertindak/berbuat dalam suatulingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis,kerancuan informasi, sehingga massa menjadi pasif. Kebijakanpublik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit kegolongan masssa. Kelompok elit yang mempunyai kekuasaaan dannilai-nilai elit berbeda dengan massa. Dengan demikian kebijakanpublik adalah merupakan perwujudan keinginan-keinginan utamadan nilai-nilai golongan elit yang berkuasa.Menurut Islamy (2000:40), Model elit-massa dapatdirumuskan secara singkat sebagai berukut :1. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok kecil (golonganelit) yang mempunyai kekuasaan (penguasa) dan kelompokbesar (golongan non-elit) yang tidak punya kekuasaan(diuasai). Hanya sejumlah kecil orang-orang yangmenentukan kebijaksanaan negara, sedangkan massa(rakyat) tidak ikut menentukan.2. Kelompok elit yang berkuasa tidak mempunyai tipe yangsama (berbeda) dengan kelompok non-elit yang dikuasai.Karena kelompok elit ditentukan atau dipilih secaraistimewa dari golongan masyarakat yang mempunyaitingkat sosial-ekonomi tinggi.3. Perpindahan posisi/kedudukan dari non-elit ke elit harusdiusahakan selamba mungkin dan terus-menerus untukmempertahankan stabilitas dan menghindari pergolakan(revolusi). Hanyala non-elit ynag telah menerima konsensusdasar golongan elit yang dapat masuk ke dalam lingkaranpenguasa.4. Golongan elit menggunakan konsensus tadi untukmendukung nilai-nilai dasar dan sistem sosial untukmelindungi sistem tersebut.5. Kebijaksanaan negara tidaklah menggambarkan keinginanmassa tetapi keinginan elit.6. Golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperolehpengaruh dari massa yang apatis/pasif. Elitlah yangmempengaruhi masa dan bukan massa yang mempengaruhielit.
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Menurut Islamy (1984:39), kelompok elit yang bertugasmembuat dan melaksanakan kebijaksanaan digambarkan dalammodel ini sebagai mampu bertindak/berbuat dalam suatulingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis,kerancuan informasi, sehingga massa menjadi pasif. Kebijaksanaannegara mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit yangmempunyai kekuasaan dan nilai-nilai elit berbeda dengan massa.
g. Model Sistem/ Policy as System outputModel sistem menurut Paine dan Naumes menggambarkanmodel pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antaralingkungan dengan para pembuat para pembuat kebijakan, dalamsuatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa dalampembuatan kebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamisantara pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yangterjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs dan outputs).Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagaitanggapan dari suatau sistem politik terhadap tuntutan-tuntutanyang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaanyang berada di luar batas-batas politik. Kekuatan yang timbul darilingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagaimasukan (inputs) bagi sistem politik, sedangkan hasil-hasil yangdikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapanterhadap tuntutan tersebut dipandangkan sebagai keluaran(outputs

) dari sistem politik. Sistem politik adalah sekumpulan strukturuntuk dan proses yang saling berhubungan yang berfungsi secaraotoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi suatu masyarakat.Hasil-hasil (outputs) dari sistem politik merupakan alokasi nilaisecara otoritatif dari sistem dan alokasi-alokasi ini merupakankebijakan publik.Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil darisuatu sistem politik. Konsep “sistem” menunjuk pada seperangkatlembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasikan dalammasyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan menjadi keputusanyang otoritatif. Konsep ini juga menunjukan adanya salinghubungan antara elemen yang membangun sistem politik sertamempunyai kemampuan dalam menanggapi kekuatan dalam
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lingkungannya. Masukan yang diterima oleh sistem politik dapatdalam bentuk tuntutan maupun dukungan.Untuk mengubah tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan, suatusistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaianpertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaianpertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian inipada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu suatu sistemdibangun berdasarkan elemen yang mendukung sistem tersebutdan hal ini bergantung pada interaksi antar berbagai sub sistem,maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yaitu :Menghasilkan outputs yang secara layak memuaskan;Menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistemitu sendiri; Menggunakan atau mengancam untuk menggunakankekuatan (penggunaan otoritas).Menurut Thomas R. Dye, dengan teori sistem ini dapatdiperoleh petunjuk mengenai:1. Dimensi-dimensi lingkungan apakah yangmenimbulkan tuntutan-tuntutan terhadap sistempolitik ?2. Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yangmemungkinkannya untuk mengubah tuntutan-tuntutanmenjadi kebijakan publik dan berlangsung terus-menerus ?3. Dengan cara yang bagaimana masukan-masukan yangbersasal dari lingkungan mempengaruhi sistem politik?4. Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yangmempengaruhi isi kebijakan publik?5. Bagaimanakah masukan-masukan yang berasal darilingkungan mempengaruhi kebijakan publik?6. Bagaimanakah kebijakan publik melalui mekanismeumpan balik mempengaruhi lingkungan dan sistempolitik itu sendiri ?
h. Model Penambahan ( The Incremental Model)/

Policy as Variation on the Past.Model inkremental pada dasarnya memandang kebijakanpublik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah
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dilakukan pemerintah pada masa lampau dengan hanya melakukanperubahan-perubahan seperlunya.Model ini lebih bersifat deskritif dalam pengertian, modelini menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai parapenjabat dalam membuat keputusan. Ada beberapa hal yang harusdiperhatikan dalam mempelajari model penambahan, yakni :1. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empirikterhadap tindakan dibutuhkan.2. Para pembuat keputusan hanyamempertimbangkan beberapa alternatif untukmenanggulangi masalah yang dihadapi danalternatif hanya berada secara marginal dengankebijakan yang sudah ada.3. Untuk setiap alternatif, pembuat keputusan hanyamengevaluasi beberapa konsekuensi yangdianggap penting saja.4. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusandibatasi kembali secara berkesinambungan.5. Tidak ada keputusan tunggal atau penyelesaianmasalah yang dianggap paling “tepat”.6. Pembuatan keputusan secara inkremental padadasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebihbanyak kepada perbaikan terhadapketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang inidaripada mempromosikan tujuan sosial di masadepan.Keputusan yang diambil dari model ini hasil kompromi dankesepakatan bersama antara banyak partisipan. Dalam kondisibanyaknya partisipan, keputusan akan lebih mudah dicapai bilapersoalan yang disengketakan oleh berbagai kelompok hanyamerupakan perubahan terhadap program yang sudah ada, keadaansebaliknya jika menyangkut perubahan kebijakan besar yangmenyangkut keuntungan dan kerugian besar. Pembuatan keputusansecara inkrementalisme adalah penting dalam rangka mengurangikonflik, memelihara stabilitas dan sistem politik itu sendiri. Dalampandangan inkrementalis, para pembuat keputusan dalammenunaikan tugasnya berada dibawah keadaan yang tidak pasti



Dr. Rasyidin, S.Sos. MA Fidhia Aruni, S.I.Kom. M.A.P

48

yang berhubungan dengan konsekuensi dari tindakan mereka dimasa depan, maka keputusan inkrementalis dapat mengurangirisiko atau biaya ketidakpastian itu.
2.4 Kontestasi PolitikMenurut Gustaf Kusno (2013), secara sepintas istilah“kontestasi” sahih sebagai pengindonesiaan dari kata Inggris
contestation. Namun demikian, hal tersebut sudah menyerapkata contestant menjadi “kontestan” yang menurut KBBIbermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan dansebagainya). Pengertian kontestasi menurut OxfordDictionaries. Misalnya dalam kamus tersebut dikatakan bahwakontestasi adalah tindakan atau proses yang berselisih atauberdebat, misalnya kontestasi ideologis atas kebijakan sosial.Kontestasi politik bisa saja menjadi sebuah kontestasi yangtidak berlangsung secara bebas, melibatkan pihak-pihak yang tidaksetara, dan bahkan tersembunyi. Yang jelas, kontestasi politikmelibatkan relasi dan kepentingan aktor yang sulit diamati secaralangsung. Kontestasi politik meliputi apa yang diputuskan dan tidakdiputuskan (non-decision) di dalam proses kebijakan. Karena seringtersembunyinya kontestasi di balik proses kebijakan, dimensipolitik dari proses kebijakan juga bisa tersembunyi.Kontestasi politik bukan hanya sekedar persoalan perilakuaktor, dan tentu saja lebih rumit dari perilaku pembuatankeputusan, tetapi di balik berbagai bentuk non-decision itulahkontestasinya tersembunyi. Di samping harus memperdulikanaktor-aktor, analisis kebijakan dalam hal ini juga harus mengaitkandengan isu-isu kebijakan kedepan, baik isu aktual maupun isupotensial. Kepentingan subjektif diungkapkan dalam kekecewaandan preferensi kebijakan.Kebijakan publik dalam kontestasi politik diasumsikansebagai arena kontestasi yang bebas, setara dan terbuka (Parsons,2008 : 144). Hal ini tidak berarti bahwa semua aktor memiliki kuasadalam kontestasi yang terjadi. Ada aktor yang melakukan tindakantertentu yang sebenarnya tidak diinginkannya. Namun, carapandang ini memusatkan perhatian pada kontestasi politik yangharus bersifat terbuka karena aktor, isu, dan kepentingan bisabertarung satu dengan yang lain secara bebas dan setara. Ridwan
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(2008) menganalisis perilaku aktor birokrat, politisi, dan ulamadalam proses kebijakan menemukan kontestasi politik sebagaiarena distribusi sumber daya untuk kepentingan aktor-aktor yangberkontestasi. Kuasa dan distribusinya dalam proses kebijakankerap mengungkap dimensi satu tersebut. Kedua sebagai dimensidua kekuasaan, cara pandang yang digunakan ialah non-decisionis.Penganut non-decisionis memandang kuasa dan distribusinya lebihdari sekedar tingkah laku yang bisa diamati. Kekuasaan tidak hanyaditeliti dari tindakan aktor. Tetapi juga pada apa yang ada di balikperilaku, pembuatan keputusan, dan isu-isu aktual yangdikemukakan. Asumsinya ialah proses kebijakan tidak dibayangkansebagai arena kontestasi yang bebas, setara dan terbuka.Kontestasi politik dalam sebuah kebijakan publik padahakikatnya mendukung satu pihak atau aktor, isu, dan kepentingantertentu sekaligus mengesampingkan satu pihak atau aktor, ide dankepentingan yang lain. Bachrach dan Baratz mendefinisikandimensi ini mencakup apa yang diputuskan (decision) dan tidakdiputuskan (non-decision) sebagai fenomena kuasa dalam proseskebijakan Parsons (2008 : 145) mengatakan bahwa:
“A means by which demands for change in the existing

allocation benefits and previleges in the community can be
suffocated before they are even voiced; or kept covert; or
killed to gain access to the relevant decision-making arena; or
failing all these things, maimed or destroyed in the decision-
implementing stage of the policy process.”Kuasa dan distribusinya tidak hanya berada di dalamkontestasi terbuka antar aktor/elit kebijakan. Tetapi juga berada didalam kontestasi yang bersifat tersembunyi. Cara pandang non-

decisionis memperhatikan aktor, isu, dan kepentingan yangdiungkap dari kekecewaan dan preferensi kebijakan yang berbeda.Dengan begitu, kuasa dan distribusinya diungkap denganmemfokuskan pada analisis pembuatan keputusan dan non-keputusan, isu aktual dan isu potensial, konflik yang terbuka (dapatdiamati) dan konflik tersembunyi, serta kepentingan subjektif yangdiungkap dari kekecewaan dan preferensi kebijakan yang berbeda.Dimensi dua kekuasaan dikaji dengan mengungkapkontestasi terbuka dan kontestasi yang tersembunyi di dalamnya.
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Salah satu kajian kontestasi politik yang bisa dikatakanmengungkap dimensi dua kekuasaan Syakir (2008) menunjukkankontestasi yang alot dan sangat elitis dalam penentuan persyaratancalon kepala daerah, partai lokal, dan calon perseorangan karenaada kepentingan yang disebut sebagai kepentingan publik tidakmasuk dalam kontestasi yang terjadi. Kepentingan individu aktor-aktor politik yang bertarung satu dengan lainnya. Kebijakanmenjadi arena memasukkan kepentingan, isu, dan aktor dalamproses kebijakan sekaligus menyingkirkan kepentingan,penggunaan model dalam mengkaji atau menelaah kebijakan sangatbesar manfaatnya.Model pluralis lebih menitik beratkan bahwa kebijakanpublik terbentuk dari pengaruh sub-sistem yang berada dalamsistem demokrasi. Dalam model ini adalah gagasan yang sifatnyalebih parsitipatif dan berbasis komunitas dalam perumusankebijakan atau pengambilan kebijakan.[4] Padangan Pluralismenurut Robert Dahl dan David Truman, menguraikan sebagaiberikut :1. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannyadengan individu-individu yang lain dalam prosespembuatan keputusan.2. Hubungan –hubungan kekuasaan tidak perlu tetapberlangsung, hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentukuntuk keputusan-keputusan khusus. Setelah keputusantersebut dibuat maka hubungan-hubungan kekuasaantersebut tidak akan nampak, hubungan ini akan digantikanoleh seperangkat hubungan kekuasaan yang berbeda ketikakeputusan selanjutnya hendak dibuat.3. Tidak ada pembedaan yang tetap antara elit dan massa.Individu-individu yang berpartisipasi dalam pembuatankeputusan dalam suatu wakt tidak dibutuhkan oleh individuyang sama yang berpartisipasi dalam waktu yang lain.4. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yangtinggi.5. Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas.Tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatankeputusan untuk semua masalah kebijakan.
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6. Kompetisi dapat dianggap berada diantara pemimpin.Kebijakan publik lebih lanjut dipandang merefleksikantawar menawar atau kompromi yang dicapai diantarakompetisi pemimpin politik.7. Dalam model ini kebijakan publik pada dasarnyamencerminkan keseimbangan yang tercapai dalamperjuangan antar kelompok pada suatu waktu tertentu dankebijakan publik mencerminkan kesimbangan setelahpihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu berhasilmengarahkan kebijakan publik ke arah yangmenguntungkan mereka.Besar kecilnya pengaruhkelompok-kelompok tersebut ditentukan oleh jumlah,kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, aksesterhadap pembuat keputusan dan kohesi dalam kelompok.
2.5 Partai PolitikPartai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalampolitik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahuludefinisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asalusul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat adahubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik,kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politiksebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yangditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga,teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produkmodernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992 : 113).Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat.Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yangperlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik,maka partai-partai politik telah lahir secara spontan danberkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah(Bambang Sunggono, 1994 : 7). Partai politik terlahir untukmewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yangperlu diikut sertakan dalam proses politik. Melalui partai politikinilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan danmenyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingantersalurkan melalui partai politik.



Dr. Rasyidin, S.Sos. MA Fidhia Aruni, S.I.Kom. M.A.P

52

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadahorganisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yangmempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi merekabisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebihbesar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (MiriamBudiardjo, 2008 : 403). Definisi partai politik telah dikemukakanoleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J.Friedrich yang dikutip dalam Miriam Budiardjo (2008 : 403) adalahsebagai berikutPartai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisirsecara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankanpenguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinanpartainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikankepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiilserta materiil. (a political party is a group of human beings,
stably organized with the objective of securing or maintaning
for its leader the control of a goverment, with the futher
objective of giving to member of the party, through such
control ideal and material benefits and advantages) (MiriamBudiardjo, 2008 : 404).Kemudian Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo(2008 : 403) mengemukaan definisi partai politik sebagai berikutPartai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politikyang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahanserta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengansuatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyaipandangan yang berbeda (a political party is the articulate

organization of society’s active political agent; those who are
concerned with the control of govermental policy power, and
who complete for popular support with other group or groups
holding divergent view) (Miriam Budiardjo 2008:404).Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 116) menyatakan bahwa“partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisirsecara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yangbertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam
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pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yangtelah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun inimerupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidupdalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankankekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melaluipemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partaipolitik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasiyg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negaraIndonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politikanggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta mempeliharakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945.Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwapartai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentukberdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaantujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahandan menjadi penghubung antara masyarakat sipil denganpemerintah, yang memberikan informasi secara bottom up maupun
top down.
2.5.1 Peran Partai PolitikPeran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi perandan definisi partai politik, yang kemudian dipermudahpenentuannya dalam 18 fungsi-fungsi partai politik. Fungsi yangdilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedangdilakukan partai politik. Adapun beberapa peran partai politik yangdapat dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalahsebagai berikut:
a. Komunikator PolitikDalam komunikasi politik, komunikator politik merupakansalah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi.Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yangmempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang
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lain. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap danberkesinambungan melakukan komunikasi politik.Sosiolog J.D Halloran, seorang pengamat komunikasi massa,berpendapat bahwa komunikator politik memainkan peran sosialyang utama, terutama dalam proses pembentukan suatu opinipublik. Salah satu teori opini publik yang seluruhnya dibangun disekitar komunikator politik, yaitu teori pelopor mengenai opinipublik. Dalam hal ini menegaskan bahwa pemimpin menciptakanopini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasanyang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnyaditerima.Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik,namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambunganjumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikatorpolitik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalamproses opini publik. Dan Nimmo (1989) mengklasifikasikankomunikator utama dalam politik sebagai berikut: politikus;professional; dan aktivis.1) PolitikusPolitikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan ataumemegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih,ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakahjabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudukatif. Daniel Katz dalamDan Nimmo (1989) membedakan politikus ke dalam dua hal yangberbeda berkenaan dengan sumber kejuangan kepentinganpolitikus pada proses politik. Yaitu: politikus ideolog (negarawan);serta politikus partisan. Politikus ideolog adalah orang-orang yangdalam proses politik lebih memperjuangkan kepentinganbersama/publik. Mereka tidak begitu terpusat perhatiannya kepadamendesakkan tuntutan seorang langganan atau kelompoknya.Mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuankebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkanmendukung perubahan revolusioner. Jika hal ini mendatangkankebaikan lebih bagi bangsa dan negara. Sedangkan politikuspartisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebihmemperjuangan kepentingan seorang langganan ataukelompoknya.
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Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagaikomunikator politik yang menentukan dalam pemerintah Indonesiaadalah: para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dansebagainya.); para pejabat eksekutif (ketua MPR, Ketua DPRR.I/DPD vR.I, Ketua Fraksi, Anggota DPR/DPD, dan sebagainya.);para pejabat yudikatif (Ketua/anggota Mahkamah Agung,Ketua/anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, jaksa, dansebagainya.).2) ProfesionalKomunikator profesional adalah peranan sosial yang relatifbaru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yangsedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya mediamassa; dan perkembangan serta merta media khusus (sepertimajalah untuk khalayak khusus, stasiun radio dan sebagainya) yangmenciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi danhiburan. Baik media massa maupun media khusus mengandalkanpembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayakkhusus.3) AktivisAktivis adalah komunikator politik utama yang bertindaksebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pertama, terdapatjuru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnyaorang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan padapemerintah; dalam hal ini komunikator tersebut tidak sepertipolitikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Jurubicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi.namun, ia cukup terlibat baik dalam politik dan semiprofesionaldalam komunikasi politik.Richard E. Petty dan John T. Cacioppo bahwa ada empatkomponen yang harus ada pada komunikator politik, yaitu
communicator credibility, communicator attractiveness,
communicator similarity dan communicator power (Petty, 1996).a.  KredibilitasKredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumberdipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dandipercaya sumber informasi, semakin efektif pesan yang
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disampaikan. Kredibilitas mencakup keahlian sumber (source
expertise) dan kepercayaan sumber (source trustworthiness).b.  Daya tarikDaya tarik seorang komunikator bisa terjadi karenapenampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja,keterampilan komunikasi dan perilakunya. Sebagaimanadikemukakan Petty (1996):

“Two communicators may be trusted experts on some issue,
but one may be more liked or more physicallyattractive than
the other… in part because of his physical appearance, style of
speaking and mannerism, …the attractiveness is due to the
performance, communication skills, self evaluation … by
verbal and by the behavioral measure.”Daya tarik fisik sumber (source physical attractiveness)merupakan syarat kepribadian. Daya tarik fisik komunikator yangmenarik umumnya lebih sukses daripada yang tidak menarik dalammengubah kepercayaan. Beberapa item yang menggambarkan dayatarik seseorang adalah tampan atau cantik, sensitif, hangat, rendahhati, gembira, dan lain-lain.c.  KesamaanSumber disukai oleh audience bisa jadi karena sumbertersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan danperasaan. Dari kacamata audience maka sumber tersebut adalahsumber yang menyenangkan (source likability), yang maksudnyaadalah perasaan positif yang dimiliki konsumen (audience)terhadap sumber informasi.d.  PowerPower, menurut Petty (1996) adalah “the extent to which the

source can administer rewards or punishment.” Sumber yangmempunyai power, menurutnya, akan lebih efektif dalampenyampaian pesan dan penerimaannya daripada sumber yangkurang atau tidak mempunyai power. Pada dasarnya, orang akanmencari sebanyak mungkin penghargaan dan menghindarihukuman. Sebagaimana dikemukakan oleh Kelman (dalam Petty,1996) bahwa, “people simply report more agreement with the
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powerful source to maximize their rewards and minimize their
punishment.”Berdasarkan teori komunikator diatas, peran komunikatordalam partai politik sangat jelas kedudukannya yang jikadiklasifikasikan dalam jenis komunikator, partai politik dapatmuncul sebagai komunikator yg berasal dari politikus dengan kaderpartai yang menduduki badan eksekutif maupun legislatif danberasal dari aktivis, sebagai organisasi yang memiliki massa.
b. Negosiasi PolitikMenurut Wahab (1997 : 34) negosiasi adalah alat dasaruntuk memperoleh hal yang di kehendaki dari pihak lain. Sehinggadapat definisikan sebagai komunikasi timbal balik yang dirancanguntuk mencapai persetujuan ketika terdapat dua pihak dengankepentingan bersama, dan salah pihak ada unsur yang menentang.Pramono (1997) mengacu pendapat dari Folwermenyebutkan bahwa Definisi negosiasi:“adalah proses interaksi dengan mana kedua pihak atauyang lebih perlu terlibat secara bersama didalam hasil akhirkendati pada awalnya masing-masing pihak mempunyaisasaran yang berbeda beruasaha untuk menyelesaikanperbedaaan mereka dengan menggunakan argumen danpersuasi untuk mencapai jalan keluar yang dapat diterimabersama”Dari definisi tersebut tersirat adanya suatu proses dalamjangka waktu tertentu yang harus diikuti dengan strategi (akandiuraikan pada strategi organisasi). Kata negosiasi berasal dari kata
to negotiate, to be negotiating dalam bahasa Inggris yang berartimerundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisidan atau menawar. Kata-kata turunannya anata lain negotiable yangberarti dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, dapat ditawar dankata negotiation yang berarti suatu proses/aktivitas untukmerundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati denganorang lain.Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, negosiasiartinya perundingan. Kemudian politik artinya segala urusan dantindakan mengenai pemerintahan suatu negara. Jadi negosiasi
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politik yaitu perundingan dua belah pihak yang menyangkut segalaurusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu Negara. Padadasarnya ada dua macam negosiasi, yaitu:1) Distributive negotiation- Zero sum negotiation (win-lose)Yaitu suatu bentuk negosiasi yang di dalam prosespelaksanaannya para pihak yang terlibat bersaing untukmendapatkan sebanyak mungkin keuntungan atau manfaat yangada. Meningkatnya manfaat yang diperoleh salah satu pihak akanmengurangi manfaat yang diperoleh oleh pihak lain. Biasanyaperundingan semacam ini terjadi bila hanya ada satu masalah yangmenjadi materi perundingan.2) Integrative negotiation (win-win)Yaitu suatu bentuk negoasiasi yang dalam prosespelaksanaannya, para pihak yang terlibat bekerja sama untukmendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas hal-hal yangdirundingkan dengan menggabungkan kepentingan mereka masing-masing untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi semacam inibiasanya terjadi bila ada lebih dari satu masalah yang menjadimateri perundingan.Dalam kenyataannya hampir semua negosiasi merupakankombinasi dari kedua macam bentuk negosiasi tersebut di atas.Dalam proses negosiasi politik perlu berkompetisi dengan pihaklain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun tidak jarangjuga bekerja sama dengan pihak lain untuk dapat memaksimalkanhasil negosiasi yang akan dicapai.
c. Lobby PolitikLobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individuataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinanorganisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan pentingdalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikankeuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaanpelobi. Pengertian lobi menurut AB Susanto dalam Redi Panuju(2010 : 18) adalah :“Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakanuntuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agarterbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi,
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dengan demikian diharapkan memberikan dampak positifbagi pencapaian tujuan .... Kegiatan melobi bisa jadi samapentingnya dengan pemngembangan kompetensi profesional”Menurut A.B Susanto, salah seorang konsultan manajemen,yang dikutip oleh Zainal Abidin Partao (2006), melobi padadasarnya suatu usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhipihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandangpositif terhadap topik lobi. Lobi merupakan bagian dari aktivitaskomunikasi. Lingkup komunikasi yang luas menyebabkan aktivitaslobi juga sama luasnya. Lobi ditujukan untuk memperoleh sesuatuyang menjadi tujuan atau target seseorang atau organisasi, dan apayang dimaksudkan tersebut berada di bawah kontrol atau pengaruhpihak lain (individu maupun lembaga). Pada esensinya lobbying dannegosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan tehnikkomunikasi untuk mencapat target tertentu. Dibandingkan dengannegosiasi yang merupakan suatu proses resmi atau formal, lobbyingmerupakan suatu pendekatan informal.Menurut Anwar (1997) definisi yang lebih luas adalah suatuupaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak(perorangan, kelompok, Swasta, pemerintah) yang memilikikepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak pihakyang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga targetyang diinginkan tercapai.Menurut Pramono (1997) lobi merupakan suatu pressure
group yang mempraktekkan kiat-kiat untuk mempengaruhi orang-orang dan berupaya mendapatkan relasi yang bermanfaat. Pola inilebih menekankan bahwa lobby untuk membangun koalisi denganorganisasi-organisasi lain dengan berbagai tujuan dan kepentinganuntuk melakukan usaha bersama. Digunakan pula untukmembangun akses guna mengumpulkan informasi dalam isu-isupenting dan melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh.Dalam dunia politik istilah “pelobian” adalah merupakanusaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasipolitik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabatpemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatumasalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang.
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d. Mediator PolitikMenurut Syahrizal Abbas definisi mediasi dalam KamusBahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, pertama,mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketayang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibatdalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dariluar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalampenyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dantidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin
mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk padaperan yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalammenjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketaantara pihak. ‘Berada ditengah’ juga bermakna mediator harusberada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikansengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yangbersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkankepercayaan pihak yang bersengketa.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasidiartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalampenyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasimenurut Valerine JL Kriekhoff sebagaimana disampaikan olehZainuddin Fajari “salah satu bentuk negosiasi antara dua individuatau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuanmembantu tercapainyapenyelesaian yang bersifat kompromistikatau salah satu cara menyelesaikan masalah diluar pengadilan.”Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah “suatu proses damaidi mana para pihak yang bersengketa menyerahkanpenyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengaturpertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untukmencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, tetapi tetapefektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yangbersengketa.Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihakyang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusipertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yangdipersengketakan mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkanalternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan.
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Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukandalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dariresolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapatmemberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untukmnegupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagaiproses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidakmemihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yangbersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatanperjanjian yang memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasilebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa,tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukandan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi.Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah prosesnegosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihakbersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaiansengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untukmembantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya,sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskankedua belah pihak. Secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasimerupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikaiuntuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihakketiga yang netral (mediator).
2.5.2 Fungsi Partai PolitikFungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan olehMiriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007 : 103-104) terkaitfungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagaiberikut:
a. Komunikasi PolitikKomunikasi politik merupakan fungsi menyalurkanberbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengahkeberagaman pendapat masyarakat modern yang terusberkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatukelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dandigabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada,proses tersebut dinamakan (interest aggregation). Setelah



Dr. Rasyidin, S.Sos. MA Fidhia Aruni, S.I.Kom. M.A.P

62

penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dandirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapatdalam masyarakat berkurang (interest articulation). Jika peranutama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isudan saling berbenturan.Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usulkebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau platformpartai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemenkepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy).Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintahmelalui partai politik.Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkandan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakanpemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari ataske bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan denganbaik. Peran partai sebagai penghubungan sangat penting, karenadisatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepadaseluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harustanggap terhadap tuntutan masyarakat.Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengankomunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besaryang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosialdengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang  mengaitkannyadengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik inimenghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yangmeresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok(Miriam Budiardjo, 2008 : 406).
b. Sosialisasi PolitikSosialisasi politik merupakan sebuah proses dimanaseseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomenapolitik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana diaberada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknyabudaya politik (political culture) suatu bangsa karena prosespenyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai darisuatu generasi ke generasi berikutnya.
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Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologipolitik M. Rush dalam A. Rahman H.I (2007 : 103-104) Sosialisasipolitik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakattertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikitbanyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadapfenomena politik (political socialization may be defined is the process
by which individuals in a given society become acquainted with the
political system and which to a certain degree determines their
perceptions and their reactions to political phenomena).A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasipolitik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upayamenciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasaipemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebihpenting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsisosialisasi untuk mendidik anggota- anggotanya menjadi manusiayang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara danmenempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.
c. Rekrutmen PolitikRekruitmen politik merupakan fungsi untukmempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karenasetiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untukdapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjaminkontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satucara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
d. Pengatur Konflik PolitikPengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantumengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnyadapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapatditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli ArendLijphart dalam A. Rahman H.I (2007 : 103-104) perbedaan–perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasioleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam kontekskepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.Teori fungsi partai milik Miriam Budiardjo diatas selarasdengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai
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politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politikadalah sebagai sarana :a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luasagar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hakdan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekatpersatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakanmasyarakat.c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politikmasyarakat secara konstitusional dalam merumuskan danmenetapkan kebijakan negara.d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dane. Rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politikmelalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikankesetaraan dan keadilan gender.Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politikdiatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknyanegara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi saranamobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partaipolitik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasanmengenai keputusan- keputusan politik yang diambil pemerintah.Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagaipenghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itupartai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik,sosialisasi politik, rekruitmen politik, pengatur konflik politik,pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakanmasyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi inidapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan ataukegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pemahaman PokokBerdasarkan uraian pada landasan teori, maka padapemahaman pokok yang penulis bentuk adalah terkait dengangender, kontestasi politik dalam perspektif kebijakan publik.Bagaimana para legislator mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan publik dengan keadaan ketimpangan gender yang adapada Badan Legislasi DPR Kota Lhokseumawe. Pemahaman pokokini tidak bertujuan untuk menguji teori sebelumnya, namun lebihkepada kerangka pemikiran penulis dalam mempermudah danmemberi penegasan terhadap fokus penelitian yang dilakukan.Asumsi dasar yang dibangun adalah terjadinya kontestasipolitik antara para legislator pada Badan Legislasi DPR KotaLhokseumawe dalam mengajukan rancangan Qanun PerlindunganAnak Tahun 2016 ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda)untuk kemudian dilakukan tahap pembahasan dan pengesahan.Adanya suatu bentuk upaya dari salah satu legislator perempuansebagai wakil dari badan legislasi yang mengalami penolakan darianggota banleg lainnya dalam memperjuangkan qanun tersebutmenjadi sebuah bentuk kontestasi diantara legislator banleg.Sehingga dalam penelitian ini ingin dilihat bagaimanaproses pengajuan rancangan Qanun Tentang Perlindungan Anakpada Tahun 2016, dan bagaimana diskriminasi gender dalampengajuan rancangan qanun tersebut sehingga Qanun PerlindunganAnak Tahun 2016 dapat dijadikan kebijakan publik yangdiharapkan dapat meminimalisir permasalahan anak di KotaLhokseumawe. Untuk mempermudah pemahaman pada penelitianini, adapun skema yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
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Skema 3.1
Peran Strategis Gender, Kontestasi Politik dan Kebijakan

Publik

Skema Peran Strategis Kebijakan Publik dan KontestasiPolitik di atas menggambarkan bahwa dalam pembuatan kebijakanpublik dibagi kedalam 5 (lima) aspek yaitu peran legislator dalambadan legislasi DPR Kota Lhokseumawe, formulasi kebijakan publik,yang kemudian terjadi kontestasi politik dan diskriminasi genderantar para legislator yang ada pada badan legislasi DPR KotaLhokseumawe dimana hanya terdapat satu legislator perempuandiantara enam anggota badan legislasi. Sehingga pada akhirnyaQanun Perlindungan Anak dapat masuk menjadi prioritas dalamprogram legislasi daerah, dan menjadi kebijakan publik dalambentuk Qanun. Tanda panah yang menunjuk dari tema utama ke subtema menunjukkan aspek atau unsur yang diteliti. Sedangkan tandapanah dari atas kebawah menunjukkan alur pemikiran sekaligustahapan analisis dan pembahasan.

Peran Legislator Pada
Badan Legislasi

Formulasi Kebijakan
Publik

Kontestasi Politik

Diskriminasi Gender

Prioritas Program
Legislasi Daerah

Kebijakan Publik
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3.2 Kelebihana. Memungkinkan penilaian tentang manfaat dan apa yangmasih harus dikerjakanb. Mampu menjelaskan keadaan gender dalam kontestasipolitik untuk pembuatan suatu kebijakan publik.c. Memiliki perspektif politik yang sangat kuat.
3.3. Kekurangana. Statis, tidak mengindahkan situasi berubahb. Melihat hubungan hanya berkenaan dengan persamaan,bukan sistem hak, klaim, tanggung jawabc. Tidak mempertimbangkan bentuk ketidakadilan lainMetode Longwe 2 berfokus langsung pada penciptaansituasi/keadaan  di mana masalah kesenjangan, diskriminasi dansubordinasi diselesaikan. Longwe menciptakan jalan untukmencapai tingkat pemberdayaan dan kesetaraan (equality) dimanaditunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar-praktis perempuantidak pernah sama dengan, pemberdayaan maupun sederajat
(equal). Pengambilan keputusan (kontrol) merupakan puncak daripemberdayaan dan kesederajatan (equality).Dalam berbagai penelitian tentang gender, maka meodeLongwe bisa diturunkan menjadi dua alat:Tujuan utama metode  iniadalah untuk menilai apakah sebuah program pembangunanmampu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaanperempuan atau tidak. Asumsi dasar dibalik metode ini adalahbahwa titik tercapainya kesetaraan (equality) antara perempuandan laki-laki mengindikasikan level pemberdayaan perempuan. Adalima level dalam aras kesederajatan dan pemberdayaan yang perludicermati: Bentuk ini seolah mengikuti alur pikirnya AbrahamMaslow tentang teori hierarki of human needs, dengan meletakankebutuhan dasar-praktikal pada titik yang paling bawah dankebutuhan ”aktualisasi diri” sebagai kebutuhan tertinggiditerjemahkan sebagai ”kontrol dan decision making”. Tentunya,ilustrasi ini memiliki kelemahan dan kelebihan.
2http://yuraravensca.blogspot.co.id/2016/01/metode-kerangka-pemberdayaan-
perempuan.html
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3.4 Metode Analisis DataPenelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakanevaluasi dari kebijakan publik atau qanun yang ditetapkan secaranasional maupun undang undang yang dikeluarkan oleh daerah(PERDA) dimana kebijakan-kebijakan tersebut  bias gender.
Tabel 3.1. Indikator Evaluasi Kebijakan Publik (Undang-undang)

Ranking Kebijakan Publik
(Undang-Undang)

Indikator

Tinggi Sensitif/RespoNsif

Seluruh kebijakan publik atauundang-undang netral genderdan didukung oleh satu ataulebih kebijakan pengontrolkesetaraan gender.
Memadai Netral

Seluruh kebijakan atau undang-undang yang ada netral gender.
Rendah Bias

Terdapat kebijakan publik atauundang-undang yang bias genderartinya diskriminasi  gender.Beberapa undang-undang yang berkaiatan dengan gender dandievaluasi adalah :1. Undang-undang  Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun2012 tentang Pemilihan Umum.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh3. Undang-undang Republik Indonesia  Nomor : 7 tahun 1984tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai  PeghapusanSegala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008
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BAB 4

KONTESTASI POLITIK DALAM PENGAJUAN
RANCANGAN QANUN PERLINDUNGAN ANAK PADA

BADAN LEGISLASI DI DPR KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2016Badan legislasi pada struktur organisasi DPR KotaLhokseumawe merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifattetap dan dibentuk oleh DPRK. Badan Legislasi terdiri atas wakil-wakil dari setiap Fraksi dan / atau Komisi berdasarkanperimbangan jumlah anggota. Badan legislasi memiliki tugas antaralain merencanakan program serta menyusun urutan prioritaspembahasan Rancangan Peraturan Daerah, mengintervensi danmengkaji setiap Peraturan Daerah, mengkaji dan menyusunRancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRK berdasarkanprogram prioritas yang telah ditetapkan, dan melaporkankegiatannya kepada Pimpinan DPRK.

Tabel 4.1
Anggota Badan Legislasi DPR Kota Lhokseumawe

No Nama Partai Politik Koalisi Partai Jabatan1. H. Taslim A. Rani Partai Aceh Fraksi Partai Aceh Ketua2. Roslina. S. Kom Partai Demokrat Fraksi DemokratBersatu Wakil3. Tarmizi A. Wahab Partai Aceh Fraksi Partai Aceh Anggota4. Budi Darma Bakti Partai Aceh Fraksi Partai Aceh Anggota5. Yusrijal, ST Partai KeadilanSejahtera Fraksi Koalisi Bersama Anggota6. H. Jailani Usman Partai Golkar Fraksi Koalisi Bersama Anggota
Sumber : DPR Kota Lhokseumawe, 2016Badan Legislasi DPR Kota Lhokseumawe terdiri dari 6(enam) orang anggota legislatif, dari keenam anggota badanlegislasi terdapat 5 (lima) orang legislator laki-laki dan 1 (satu)orang legislator perempuan. Mereka berasal dari Fraksi Partai Aceh,Fraksi Demokrat Bersatu, dan Fraksi Koalisi Bersatu. Berdasarkan
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latar belakang partai politik yang berbeda-beda, masing-masinglegislator memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehinggamempengaruhi kebijakan yang akan dijadikan prioritas dalamprolegda.Kota Lhokseumawe memiliki 79.516 jiwa anak laki-laki danperempuan di bawah 20 tahun yang harus dilindungi haknya secarakomprehensif. Tingkat kekerasan terhadap anak sejak tahun 2014-2016 masih terhitung tinggi di Kota Lhokseumawe. Kekerasanterhadap anak terbagi atas kekerasan fisik, seksual, psikis, danpenelantaran. Sebagian anak menjadi korban kekerasan danadapula anak yang menjadi pelaku kejahatan.Adapun data rekap kekerasan terhadap anak di KotaLhokseumawe pada tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2

Data Kekerasan Pada Anak
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016

No. Jenis Kekerasan
Korban

Laki-laki Perempuan1. Fisik 10 52. Seksual - 163. Psikis - 24. Penelantaran 4 4
Jumlah 14 27

Sumber : Dokumentasi P2TP2A Putroe Nahrisyah Kota LhokseumaweAkibat tingginya kasus kekerasan pada anak di KotaLhokseumawe sejak 2014 sampai dengan 2016, diharapkan adanyasebuah kebijakan dari pemerintahan untuk menanganipermasalahan tersebut. Salah satunya adalah Qanun PerlindunganAnak sebagai bentuk kebijakan publik yang diharapkan dapatmenyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut penting agaranak-anak di Kota Lhokseumawe mendapat perlindungan hukumyang pasti dari pemerintah sehingga perlu dipertimbangkankembali dan diupayakan secara berkelanjutan agar dapat masuk kedalam program legislasi daerah (prolegda) dan menjadi urutanprioritas dalam pembahasan.Dengan demikian, yang terpenting daripada permasalahantersebut adalah isu kekerasan terhadap anak dan penanggulangan



Dr. Rasyidin, S.Sos. MA Fidhia Aruni, S.I.Kom. M.A.P

71

serta perlindungan anak perlu terus disuarakan dan harus menjadiprioritas oleh eksekutif dan legislatif dengan konkrit yangkemudian mampu menyelesaikan permasalahan anak atau mampumeminimalisir kasus-kasus terhadap anak.Berdasarkan penelitian yang didapatkan bahwa: “Kendalaterbesar mengenai Qanun tersebut adalah pada pihak SKPD terkaityaitu Badan Pemberdayaan, dan Perlindungan Anak serta eksekutifyang tidak berusaha secara ekstra dalam mengawal keberadaanQanun tersebut agar dapat secepatnya masuk ke dalampembahasan, tarik ulur memang ada tapi kami akan upayakan yangterbaik”Sementara itu hasil peneliti didapatkan bahwa: “Kurangnyaadvokasi, audiensi dari dinas perlindungan perempuan,perlindungan anak, dan keluarga sejahtera juga menjadi salah satupertanyaan, apakah memang qanun ini tidak terlalu penting atauapa urgensi dari qanun ini sendiri sehingga kami di banleg jugabelum menjadikannya prioritas untuk dibahas dan disahkan. Sayakasih contoh kenapa qanun ketertiban umum bisa segera dibahasdan baru-baru disahkan, karena advokasi dan audiensi secara terusmenerus dari stakeholder terkait akan pentingnya qanun tersebut,filosofis dan historis mereka mendesak adanya qanun itu jelas,sedangkan stakeholder terkait perlindungan anak selama ini sepertitidak ada upaya lanjut untuk mengadvokasi qanun tersebut.”Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwaterkendalanya Qanun Perlindungan Anak sebagai prioritas danmasuk dalam pembahasan adalah karena kurang optimalnyaintervensi ataupun koordinasi antar SKPD yaitu BadanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KeluargaBerencana dalam mengawal qanun untuk dapat dimasukkan dalampembahasan oleh legislatif. Robert Eyestone (1971: 18)menjelaskan bahwa sebuah kebijakan publik dapat didefinisikansebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.Sehingga kebijakan publik dinyatakan sebagai suatu bentuk dariadanya koordinasi dari isu-isu yang berkembang di lingkunganmasyarakat yang kemudian diambil alih oleh pemerintahan ketikadianggap penting untuk ditetapkan sebuah kebijakan yang
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merupakan proses yang mencakup tahapan implementasi danevaluasi.Data lain juga didapatlkan dalam penelitian ini adalah dalamprolegda sebenarnya sudah ada  hanya menunggu jadwalpembahasan dengan banleg, namun percepatan qanun sudahmenjadi ranah walikota melalui kabag hukum dan banleg di dewansehingga tidak perlu intervensi lanjutan dari dinas terkait dansudah seharusnya segera dibahas dan disahkan karena tindakanyang dilakukan terhadap anak akan bersangkutan dengan masalahhukum nantinya, kemudian apabila kita sudah mengesahkan qanunini, maka semua peraturan turunan dari qanun ini bisa kita tetapkanuntuk dijalankan’Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahamibahwa ada atau tidak ada intervensi seharusnya banleg sudah harusmembahas rancangan qanun perlindungan anak tersebut, karenahal tersebut akan menyangkut dengan sistem perlindungan hukumyang akan anak dapatkan sebagai salah satu warga negara yangbutuh perlindungan khususnya di Kota Lhokseumawe.Berdasarkan fenomena diatas Budi Winarno (2014 : 86)menjelaskan adanya suatu kepemimpinan politik merupakan faktorpenting dalam penyusunan agenda kebijakan. Para pemimpinpolitik dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangankeuntungan politik, kepentingan publik maupun kedua-keduanya.Banyak isu atau masalah publik yang terhambat masuk menjadiprioritas dalam agenda kebijakan, beberapa cara yang digunakanoleh para pembuat kebijakan untuk menghambat suatu masalahmasuk ke dalam agenda kebijakan antara lain menggunakankekerasan, menggunakan nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan yangberlaku, sampai kepada budaya politik serta menggunakan konseppengelolaan konflik.Adanya anggapan bahwa kurangnya intervensi darieksekutif kepada legislatif dapat dikaitkan dengan kurangnya lobiuntuk proses percepatan qanun tersebut dibahas dan disahkan.Anwar (1997) mengatakan lobi adalah suatu upaya informal danpersuasif yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok,Swasta, pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untukmenarik dukungan dari pihak pihak yang dianggap memiliki
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pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai.Lobi ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuanatau target seseorang atau organisasi, dan apa yang dimaksudkantersebut berada di bawah kontrol atau pengaruh pihak lain(individu maupun lembaga). Pada esensinya lobi dan negosiasimempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan teknikkomunikasi untuk mencapat target tertentu. Dibandingkan dengannegosiasi yang merupakan suatu proses resmi dengan harapanbahwa kebijakan publik dapat disahkan dan segeradiimplementasikan.Pengajuan rancangan Qanun Perlindungan Anak di KotaLhokseumawe mengalami hambatan menjadi prioritas untukdibahas oleh Badan Legislasi DPR Kota Lhokseumawe. Hal tersebutdikarenakan adanya anggapan dari Badan Legislasi DPR KotaLhokseumawe bahwa permasalahan perlindungan anak sudahdiatur dalam Al-Qur’an sehingga tidak perlu dibentuk dalam suatuqanun, namun kenyataannya isi kandungan Al-Qur’an tentangperlindungan anak tidak diterapkan dalah kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat Kota Lhokseumawe.Berbagai penjelasan yang disampaikan oleh para legislatordi DPR Kota Lhokseumawe bahwa penyebab Qanun PerlindunganAnak Tahun 2016 hanya sampai pada tahap pengajua rancangandan tidak sampai pada tahap pembahasan. Hasil  penelitia nmenunjukkan bahwa anggota DPR Kota Lhokseumawe.  “QanunPerlindungan Anak tersebut tidak begitu penting karena sudah adapenjelasan dan aturannya secara tegas pada Al-Qur’an mengenaikedudukan perempuan dan anak juga perlindungannya. Jadimasyarakat hanya perlu memahami lebih dalam mengenai apa yangsudah tertera dalam Al-Qur’an sehingga tidak perlu lagipermasalahan tersebut diqanunkan. Sementara itu hasil lainnyaditemukan bahwa. masalah anak dan perempuan di Aceh apalagi dilhokseumawe belum terlalu urgent, karena masih dibawah batasnormal masalah-masalah yang terjadi, karena kita daerah syariahbiasanya melalui mediasi di mahkamah syariah atau melalui tuhapeut juga dapat selesai, sehingga belum terlalu urgent untukdisahkan
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwaadanya anggapan dari legislator tersebut terkait permasalahanperlindungan anak sudah jelas diatur dalam Al-Qur’an dan syariatislam, sehingga masyarakat dapat mempelajari dan menafsirkankandungan dalam Al-Qur’an dan menjalankan perintah Allahterhadap perlindungan anak. Namun pada kenyataannya, tidaksemua masyarakat paham dan mau menafsirkan lebih lanjutkandungan dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, permasalahankekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya di KotaLhokseumawe sejak 2014 sampai 2016 kasus kekerasan pada anak.Padahal agama sudah mengatur dengan jelas mengenaiperlindungan anak dan merupakan salah satu kepedulian dalamagama. Islam dalam Kitab Suci Al-Quran telah menyuratkan danmengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yaitu tidakmelakukan kekerasan pada anak, dilarang membunuh anak sendiridalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (miskin).Seperti yang disebutkan dalam Surat Al-An’am ayat 151 yangartinya:“Katakanlah! “Marilah kubacakan apa-apa yang telahdiharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamumempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilahkepada kepada kedua orang tuamu dan janganlah kamumembunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilahyang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka juga.Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terangmaupun yang tersembunyi dan janganlah kamu bunuh jiwayang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karenasebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yangdiperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamumemikirkannya”.Ketentuan yang sudah terkandung dalam Al-Qur’an adalahsebaik-baiknya aturan karena merupakan perintah tegas dari AllahSWT. Namun ketika dikembangkan disuatu tatanan masyarakatKota Lhokseumawe yang tidak semua beragama Islam dan maumembaca serta menafsirkan Al-Qur’an pada akhirnya menimbulkan
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permasalahan tersendiri, dan berdampak pada permasalahan anakyang juga tidak secara tegas tertangani oleh aparatur pemerintahan.Data penelitian berikutnya menyebutkan bahwa:“Kekeliruan selama ini oleh anggota legislatif adalah lebihmengutamakan qanun-qanun yang bernilai menguntungkan tanpamemperhatikan permasalahan lain yang juga harus di qanunkan,contohnya Qanun perlindungan anak walaupun memang sudah adadidalam Al-Qur’an namun akan lebih baik jika isi dalam Al-Qur’ankemudian ikut diqanunkan, sehingga resmi seiring sejalan antarahukum Allah dan hukum yang dijalankan di masyarakat dalambentuk sebuah Qanun resmi oleh legislatif sehingga masyarakatmerasa jelas terhadap kepastian hukum.Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwaseharusnya para anggota legislatif mampu untuk menganunkankandungan Al-Qur’an secara tegas dan langsung kepadamasyarakat, sehingga kepastian hukum didapatkan olehmasyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan anak diKota Lhokseumawe karena ketika kembali pada Al-Qur’an padadasarnya semua sudah diatur, namun yang diperlukan adalahsebuah bentuk aturan yang pasti dan tegas dalam tatananmasyarakat.Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa isu terkaitQanun Perlindungan Anak terus disuarakan oleh wakil ketua Banlegyang merupakan legislator perempuan namun mengalamipenolakan dari beberapa anggota Banleg lainnya yaitu legislatorlaki-laki yang menganggap qanun tersebut bukan hal yang perludipermasalahkan dan tidak terlalu penting untuk disahkan(Observasi, April 2017).Sesuai dengan data penelitian yaitu hasil wawancara danobservasi di lapangan kontestasi antar para legislator yang berasaldari adanya tarik ulur prioritas kemudian diharapkan mampu untukditindaklanjuti sebagai sebuah kepentingan bersama, bukan hanyakepentingan satu atau dua kelompok, sehingga dapat menghasilkankebijakan publik yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakatsecara luas. Dalam hal ini yaitu anak di Kota Lhokseumawe yangdianggap perlu mendapatkan perlindungan khusus dari segalatindak kekerasan maupun kriminal lainnya.
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Kontestasi tersebut berupa tarik ulur prioritas Qanun yangakan dibahas dalam Prolegda. Salah satu sebab terkendalanyaQanun Perlindungan Anak menjadi prioritas dalam Prolegda adalahanggapan bahwa masih ada Qanun-Qanun yang kedudukannya lebihpenting dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) KotaLhokseumawe sehingga lebih diutamakan untuk diselesaikan dandisahkan. Hal tersebut secara tidak langsung dipengaruhi olehaktor-aktor yang mampu menyampaikan dan mempertahankanwacana khususnya aktor yang terlibat dalam Banleg DPR KotaLhokseumawe sehingga terjadinya perdebatan mengenai qanunyang diprioritaskan.Permasalahan Qanun Perlindungan Anak belum mampumasuk dalam tahap pembahasan oleh Banleg dikarenakan adanyaupaya-upaya menghambat rancangan qanun tersebut untukdisahkan menjadi kebijakan yang sah melalui penggunaan nilai-nilai, berupa nilai ekonomis dalam memprioritaskan qanun yangdisahkan, seperti qanun yang lebih memiliki keuntungan bagi KotaLhokseumawe. Meskipun PAD kemudian dapat berdampak padakesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe, namun tidak dapatditutupi bahwa permasalahan anak di Kota Lhokseumawe jugaharus mendapat perhatian besar dari para eksekutif dan legislatif.Tujuan dari Qanun Perlindungan Anak Tahun 2016 yangtertera dalam Rancangan Qanun pada BAB II Bagian Kesatu Pasal 4yaitu untuk menjamin pemenuhan hak anak dan memperkuatlingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk diskriminasi,eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salahlainnya untuk terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak muliadan sejahtera.Pada dasarnya suatu Qanun untuk dapat dijadikan sebagaikebijakan publik, maka rancangan qanun tersebut harus mampumasuk terlebih dahulu pada Prolegda DPR Kota Lhokseumawe.Dalam hal tersebut, Prolegda sebagai instrumen perencanaanprogram pembentukan qanun yang disusun secara sistematisantara eksekutif dan legislatif, namun yang terjadi pada BadanLegislasi DPR Kota Lhokseumawe adalah adanya suatu bentukpertarungan wacana yaitu kontestasi yang menghambat qanun
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tersebut secara terus menerus tidak jadi dibahas meskipun sudahmasuk kedalam urutan Program Legislasi Daerah (Prolegda).Secara operasional, Prolegda memuat daftar RancanganQanun (Raqan) yang sudah disusun berdasarkan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang kemudian disesuaikandengan kebutuhan riil masyarakat. Sebagaimana dikemukakan olehBudi Winarno (2014 : 83) bahwa dalam penyusunan agendakebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar parapembuat kebijakan dapat memilih atau merasa terdorong untukmelakukan tindakan tertentu, dengan demikian agenda kebijakandapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik seacara umum ataudisebut dengan prioritas.Kontestasi yang terjadi di Banleg DPR Kota Lhokseumawebukan hanya disebabkan oleh anggapan bahwa qanun perlindungananak tidak memiliki nilai tambah terhadap PAD Kota Lhokseumawe,tetapi adapula anggapan bahwa permasalahan perlindungan anaksudah diatur didalam Al-Qur’an sehingga tidak perlu untuk diqanunkan, kemudian adapula tanggapan bahwa tidak adanyaintervensi dari Badan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak, dan Keluarga Sejahtera dalam mendorong dibahasnya qanuntersebut oleh Banleg.Budi Winarno (2014 : 127) menjelaskan bahwa setiap aktormemiliki masing-masing tingkat kepentingan dalam merumuskankebijakan meskipun pada akhirnya tujuannya adalah untukkesejahteraan masyarakat. Aktor-aktor atau pemeran serta dalamproses pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam dua kelompokyakni pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi.Aktor yang terlibat dan memiliki kepentingan pada QanunPerlindungan Anak sebagai bentuk kebijakan publik. Dalam hal iniyang menjadi aktor resmi adalah legislatif, eksekutif. Pertentanganwacana antar aktor legislatif laki-laki dan perempuan mengenaiQanun Perlindungan Anak yang saling mempertahankanpendapatnya masing-masing menghasilkan kontestasi diantaramereka.Dapat terlihat ada beberapa pihak yang setuju dan tidaksetuju terhadap pengajuan rancangan qanun perlindungan anaktahun 2016 terutama dalam Badan Legislasi DPR Kota
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Lhokseumawe, Parsons (2008: 145) menjelaskan bahwa kontestasipolitik dalam sebuah kebijakan publik pada hakikatnya mendukungsatu pihak atau aktor, isu, dan kepentingan tertentu sekaligusmengesampingkan satu pihak atau aktor, ide dan kepentingan yanglain. Bachrach dan Baratz juga mendefinisikan dimensi inimencakup apa yang diputuskan (decision) dan tidak diputuskan(non-decision) sebagai fenomena kuasa dalam proses kebijakan.Pada pengajuan rancangan qanun perlindungan anak tahun 2016pada banleg terlihat pihak atau aktor yang mendukung adalahRoslina, S. Kom yang merupakan wakil ketua banleg serta turutdidalamnya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,dan Keluarga Sejahtera. Sedangkan pihak yang kurang mendukungpengajuan qanun tersebut terlihat dari 5 anggota banleg lainnya.
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BAB 5

DISKRIMINASI GENDER DAN KONTRIBUSI PARPOL
PENGAJUAN RANCANGAN QANUN PERLINDUNG

AN ANAK TAHUN 2016

5.1Diskriminasi Gender dalam pengajuan rancan
gan QanunSistim pemerintahan Indonesia yang bersifat demokrasimengamanatkan persamaan akses peranserta bagi laki-laki maupunperempuan dalam kancah politik. Partisipasi politik perempuansaat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasiankebutuhan gender dalam berbagai aktivitas public termasuk dalamkebijakan publik dan menghasilkan produk hukum yang sensitifgender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambatkemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Atas dasarprinsip persamaan derajat tersebut, perempuan diberikankesempatan menepati 30% kuota dalam pemilihan legislatif.Kenyataannya untuk memenuhi kuota 30%, keterwakilanperempuan di Kota Lhokseumawe dalam pemilihan umum menjadisangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik, karena mengalamiberbagai kendala baik kendala structural maupun kendala kultural.Berdasarkan kendali tersebut. maka partai politik hanyamenempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secaraformalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuandalam ranah politik. Namun dibalik perjuangan para perempuansebagian besar memiliki satu kesamaan tujuan yaitumemperjuangkan hak-hak perempuan, anak dan menuntut keadilangender. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah keterlibatanlegislator perempuan di DPR Kota Lhokseumawe dalamperancangan Qanun Perlindungan Anak tahun 2016.Diskriminasi gender hingga saat ini masih terjadi di DPRKota Lhokseumawe bahkan di DPRK di kabupaten/kota  lain diIndonesia memiliki keadaan yang tidak jauh berbeda, meskipuntelah ada kesetaraan gender dalam sistim pemerintahan di KotaLhokseumawe. Diskriminasi gender di DPR Kota Lhokseumawe
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terjadi pada partisipasi politik dimana dalam hal pengambilankebijakan Perancangan Qanun Perlindungan Anak Tahun 2016.Perempuan sebagai objek atau penerima keputusan mayoritasBanleg. Fenomena tersebut sesuai dengan hasil penelitian dimana,karena pada akhirnya keputusan tetap pada pimpinan teratas.Ketika pimpinan tidak setuju, maka apapun yang telah diupayakantidak akan disahkan. Oleh karena itu, sebagian anggota dewan tidakmau ikut membantu menyuarakan penyelesaian masalahperempuan dan anak di Kota Lhokseumawe.Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwaterdapat kesulitan oleh anggota legislatif perempuan dalammemperjuangkan kebijakan publik dikarenakan jumlahketerwakilan mereka yang hanya 2 orang dalam keanggotaan DPRKota Lhokseumawe. Sebagai minoritas selama ini mereka hanyadapat berpartisipasi, namun belum mendapat akses untukmenentukan rancangan kebijakan agar dapat dibahas seperti halnyamayoritas suara pada umumnya.Dalam hal ini, Riant Nugroho (2008 : 242) menjelaskanbahwa kesetaraan gender tidak tercapai karena ada kebijakan-kebijakan yang bias gender. Kebijakan ini dicirikan dari adanyadiskriminasi sumberdaya produktif melalui diskriminasi akses,kontrol, partisipasi dan penikmatan diantara jenis kelamin.Kesetaraan gender belum tercapai di DPR Kota Lhokseumaweterlihat dari bentuk diskriminasi akses dan partisipasi yang masihberlangsung selama ini, khususnya pada akses menentukankebijakan yang masih dikuasai oleh suara mayoritas sedangkanminoritas anggota legislatif perempuan hanya sebagai objekpenerima keputusan akhir.
5.2. Budaya Partiarkhi yang masih dominanIsu kesetaraan gender saat ini bukanlah hal yang baru dalamsistim politik di Kota Lhokseumawe, namun pada kenyataannyahingga saat ini kerterlibatan perempuan dalam bidang politik masihterpinggirkan khususnya dalam hal perancangan QanunPerlindungan Anak Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan sistimpolitik di kalangan DPR Kota Lhokseumawe masih menganutbudaya partriarki. Hal tersebut menyebabkan adanya konstruksisosial budaya yang menghasilkan bias gender, tidak memiliki hak
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untuk merambah area publik. Kenyataan ini menunjukkan bahwalaki-laki lebih dominan daripada perempuan.  Hal ini diperkuatdengan masih kuatnya penerapan budaya patriarkhi dikalanganmasyarakat Aceh termasuk di DPRK Lhokseumawe.Fenomena tersebut sesuai dengan hasil penelitian dimana“Selama ini bias gender bukan hanya masih ada di lembagalegislatif, tapi pada umumnya masih terjadi secara menyeluruh diKota Lhokseumawe. Kami berdua khususnya saya yang menjadibagian dari badan legislasi masih merasakan sulitnya memberikanpemahaman kepada anggota dewan lainnya untuk mengerti danmenerapkan azas kesetaraan gender, terutama dalampenganggaran yang responsif gender serta pada rancangan-rancangan qanun. Para anggota dewan masih menutup matatentang gender dan terkesan tidak mau tau jika masuk padapembahasan gender, karena dianggap para perempuan maumengalahkan laki-laki” .Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa biasgender terjadi bukan hanya pada lembaga legislatif, namun jugapada sistim pemerintahan Kota Lhokseumawe yang secara umumbelum semua anggota dewan mengerti tentang gender dan tertarikuntuk membahas permasalahan gender, terutama dalampenganggaran dan perancangan sebuah qanun. Selama ini kebijakanberupa perancangan qanun masih belum responsif gender. Selainitu juga, isu kesetaraan gender di DPR Kota Lhokseumawe belumdapat dilaksanakan. Fenomena tersebut sesuai dengan pernyataanRiant Nugroho (2008 : 48) yang menjelaskan bahwa ketidakadilangender terjadi di tingkat negara, baik pada satu negara maupunpada organisasi antar negara, hal ini terbukti bahwa setiapkebijakan publik, perundang-undangan dan lain seumpamanyamasih terlihat sebagiannya belum sensitive gender (ketidakadilangender).Persoalan anak terkait erat dengan masalah kesetaraangender, karena persoalan kesetaraan gender sering dianggap terkaitdengan persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas.Dengan demikan konsep kesetaraan gender merupakan konsepyang sangat sulit dan menjadi pertentangan di dalamnya. RiantNugroho (2008 : 60) menjelaskan bahwa kesetaraan gender adalah
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adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuan dalammemperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agarmampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum,ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan serta dalammenikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dankeadilan gender ditandai dengan tidak ada lagi diskriminasi antarakaum perempuan dengan kaum laki-laki. Sehingga perempuan danlaki-laki berkemampuan yang sama untuk mengakses, berpeluanguntuk berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaatyang setara dan berkeadilan untuk menikmati hasil pembangunantersebut.Dengan demikian, peran legislator perempuan di DPR KotaLhokseumawe dalam bidang politik masih jauh dari apa yangdiharapkan. Keterlibatan  legislator perempuan dalam perencanganQanun Perlindungan Anak tahun 2016 merupakan salah satuaktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkanorientasi politik perempuan dalam tatanan kehidupan sosial.Namun pada realitasnya, masih adanya kesenjangan antara perananyang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peranterutama sekali dalam perancangan setiap qanun termasuk QanunPerlindungan Anak tahun 2016. Peningkatan peran perempuandalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagianintegral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang pentingdalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonisantara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dankeadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.Dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakanAllah dengan kodrat. Demikian halnya manusia, antara laki-laki danperempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnyamasing-masing. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomiantara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an juga mengakui bahwaanggota masing-masing gender berfungsi dengan caramerefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik sertadipertahankan oleh budaya, baik dari kalangan kaum laki-lakimaupun perempuan sendiri. Namun bukan dalam hal perbedaandalam kedudukan pada tatanan masyarakat, apalagi menimbulkanbentuk diskriminasi antar para perempuan dan laki-laki serta
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menjadi penghambat rancangan qanun dalam suatu kebijakanpublik. Data penelitian dalam hal ini menunjukkan bahwa: “Islamtidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki dalamkedudukannya, yang membedakan hanya amalan setiap manusia,dalam Al-Qur’an pun Allah selalu memasangkan perempuan danlaki-laki sehingga tidak pernah ada diskriminasi terhadapperempuan, kalaupun dikaitkan dengan isu kesetaraan gender,Islam sudah terlebih dahulu sejak zaman Nabi menerapkankesetaraan gender, karena menempatkan perempuan sebagaipasangan laki-laki bukan sebagai pelengkap laki-laki” .Berdasarkan data tersebut di atas dapat dipahami bahwadalam Islam tidak ada istilah diskriminasi gender antaraperempuan dan laki-laki. Keberadaan perempuan dalam Islamadalah pasangan laki-laki, bukan hadir sebagai pelengkap dalamsegala aktivitas yang laki-laki lakukan. Kodrat perempuan dijadikanalasan dalam mereduksi berbagai peran perempuan di dalamkeluarga maupun masyarakat. Kaum laki-laki dianggap lebihdominan dalam memainkan berbagai peran, sementara perempuanmemperoleh peran yang terbatas di sektor domestik.Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat punmemandang bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah,emosional, halus dan pemalu sementara laki-laki makhluk yangkuat, rasional, kasar serta pemberani. Pemahaman tersebutkemudian diyakini sebagai kodrat dan bersifat permanen yangmerupakan pemberian Tuhan. Barang siapa berusaha merubahnyadianggap menyalahi kodrat bahkan menentang ketetapan Tuhan.Peran dan status perempuan dalam perspektif Islam selaludikaitkan dengan keberadaan laki-laki. Perempuan digambarkansebagai makhluk yang keberadaannya sangat bergantung kepadalaki-laki. Sebagai seorang anak, ia berada di bawah lindunganperwalian ayah dan saudara laki-laki, sebagai istri bergantungkepada suami. Itulah fenomena yang terjadi selama ini di kalanganDPR Kota Lhokseumawe.Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2005 : 24-27)menjelaskan bahwa keberadaan gender di berbagai daerah diIndonesia  juga tidak dapat dipisahkan dengan konteks adat
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maupun agama yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan RashilaRamli dalam Rasyidin dan Fidhia (2016 : 7) menjelaskan bahwakonstruksi sosial dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya, agama dankepercayaan sesuatu kelompok etnis.Pada kenyataannya Kota Lhokseumawe sebagai bagian dariProvinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ikut terkonstruksi kedalam wacana sosial terkait dengan isu agama. Rancangan QanunPerlindungan Anak belum mampu terlepas dari isu tersebut karenaketika dikaitkan dengan kesetaraan gender dan kebijakan yangharusnya responsif gender menjadi hambatan untuk qanun tersebutmasuk ke dalam pembahasan oleh Banleg.Hasil penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa: QanunPerlindungan Anak memang masih terus dibicarakan dan menjadipertentangan ketika kandungan dalam qanun tersebut harusterlebih dahulu mampu mengikuti kebutuhan riil masyarakat dansesuai dengan syariat islam yang kita jalankan sebagai bagian dariProvinsi Aceh, sehingga tidak bisa seutuhnya menjadi kebijakanturunan yang hanya melihat sudut pandang HAM saja tetapi jugaharus mampu dikaitkan dengan kearifan lokal Kota Lhokseumawedan kondisi dilapangan.Data tersebut menunnjukkan bahwa syariat islam tidak dapatdilepaskan dari setiap kebijakan publik yang diambil oleh DPR KotaLhokseumawe terutama tentang Qanun Perlindungan Anak sebagaibentuk kearifan lokal bukan hanya menuruti tuntutan Hak AsasiManusia (HAM) serta harus sesuai dengan kondisi anak yangsebenarnya di lapangan.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat dipahamibahwa: Untuk menyetarakan gender dalam suatu rancangan qanunatau kebijakan publik sampai sekarang masih sangat sulit, karenapemahaman masyarakat terutama para stakeholder yang belumsemuanya paham terhadap gender. Gender masih dianggap tabuoleh pengambil kebijakan serta berbenturan dengan konsep SyariatIslam di Kota Lhokseumawe sebagai bentuk living law atau hukumyang hidup dalam masyarakat. Qanun tersebut dapat responsifgender dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat.Kondisi atau kedadaan ini dapat dipahami bahwa dalamperancangan Qanun Perlindungan Anak di Kota Lhokseumawe, para
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stakeholder belum semuanya paham tentang gender. Merekamenganggap gender adalah hal yang tabu serta tidak diperlukandalam sebuah perancangan kebijakan publik. Hal tersebutdikarenakan Syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalammasyarakat (living law) di Kota Lhokseumawe telah mengaturberbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perlindungananak. Sehingga untuk menghilangkan diskriminasi gender dalamtatanan politik pemerintahan Kota Lhokseumawe terutama dalamperancangan Qanun Perlindungan Anak sampai saat ini belummampu berjalan secara optimal.Menanggapi fenomena di atas, Rasyidin dan Fidhia (2016 :49) menjelaskan bahwa politik gender merupakan suatu cara untukmemilih kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kaumperempuan dan anak (tanpa diskriminatif sedikitpun) dan merekamenjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan, baik di bidangpolitik, maupun di bidang lain sejenisnya. Politik gender bukanhanya menganalisis pemberdayaan gender, namun politik genderjuga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak menyangkalgender dalam berbagai kegiatan. Karena ketika membatasi kaumperempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalahmelemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politikperempuan. Ini adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilanpolitik gender yang terjadi di Indonesia dan provinsi Aceh selamamasa konflik atau sebelum masa reformasi.Rendahnya persentase perempuan dalam prosespengambilan keputusan politik dan negara itu juga bukti yangsangat signifikan yang disebabkan oleh suatu lembaga maupunprovinsi Aceh.  Akibatnya dari rezim orde baru (ORBA) denganformat politik yang otoriter menyebabkan terbatasnya kesempatanpartisipasi perempuan dalam kehidupan politik Indonesiaterhalangi. Format politik terlihat menghacurkan politik genderseluruh wilayah negara republik Indonesia termasuk di ProvinsiAceh (Rasyidin dan Fidhia, 2016 : 49).
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BAB 6

DUKUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN
RANCANGAN QANUN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2016.

6.1. Dukungan Partai Politik Belum MaksimalPartai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung(intermediary) antara masyarakat dan negara. Sehingga, apabila adahal yang menjadi pertentangan atau kesalahpahaman antaramasyarakat dan negara dapat dijembatani oleh partai politik. Fungsipartai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasasebenarnya mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi partaipolitik sebagai sarana pembuatan kebijakan. Apabila suatu ketikapartai politik memegang estafet pemerintahan dan mendudukibadan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakanbahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagaisarana pembuatan kebijakan.Suatu rancangan qanun masuk dalam Prolegda apabilamendapat dukungan dari partai politik. Di dalam DPRK sendiri adabeberapa badan yang berhak mengajukan rancangan qanun, yaitukomisi, gabungan komisi, gabungan fraksi atau badan legislasi.Sebelum sampai pada usul inisiatif DPRK, ada beberapa badan yangbiasanya melakukan proses penyiapan suatu qanun. Di samping itujuga, ada beberapa badan lain yang secara fungsional memilikikewenangan untuk mempersiapkan sebuah rancangan qanun yangmenjadi usul inisiatif DPRK. Badan-badan ini adalah badanpemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluargasejahtera. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya rancanganqanun tersebut tergantung pada keputusan seluruh anggota banleguntuk memasukkannya kedalam Program Legislasi Daerah(Prolegda).Dalam penyusunan rancangan qanun berdasarkan Prolegda,pemrakarsa membentuk panitia partai politik. Panitia antar partaipolitik dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa.Panitia antar partai politik penyusunan rancangan qanun yang
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dibentuk setelah Prolegda ditetapkan oleh Dewan PerwakilanRakyat Kota. Dalam rangka penyusunan rancangan qanun di luarProlegda, Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan konsepsi tersebutkepada partai dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, danpemantapan konsepsi rancangan qanun. Kemudian partai politikmengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan fraksidari partai politik.Teori sistem yang dikemukan oleh David Eastonmenjelaskan bahwa terdapat tiga proses yang menjadi saluran bagiterselenggaranya sebuah sistem, yaitu input, process dan output.
Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang darimasyarakat, process yang tidak lain adalah proses pembuatankebijakan, dan output yang berhubungan dengan prosespelaksanaan kebijakan. Gabriel Almond dalam teori sistemnyamenjelaskan bahwa ada unsur-unsur yang melingkupinya, yaituadanya kelompok kepentingan (interest group), partai politik, badanlegislatif, badan eksekutif, birokrasi dan badan yudikatif. Unsur-unsur tersebut melekat pada fungsi input dan output. Fungsi inputdalam sistem ini meliputi berbagai hal, seperti artikulasikepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasipolitik, dan rekruitmen politik. Sedangkan pada fungsi output,terdapat unsur-unsur seperti pembuat kebijakan, pelaksanakebijakan dan ajudikasi kebijakan.Partai politik merupakan salah satu elemen penting dalampembuatan dan penerapan kebijakan. Dalam proses penerapankebijakan, partai politik juga mempunyai andil berupa kontrol ataskebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikianpartai politik sangat berkontribusi dalam mendukung suaturancangan qanun. Banleg memiliki mekanisme sendiri dalammengevaluasi rancangan qanun. Dalam hal tersebut diadakan rapatparipurna usul qanun. Ketua rapat memberitahukan kepadaanggota masuknya setiap usul rancangan qanun, kemudiandibagikan kepada seluruh anggota. setelah rancangan qanuntersebut didesiminasikan kepada anggota dalam rapat paripurna.Rapat paripurna tersebut mengamanatkan kepada BadanMusyawarah (Banmus) untuk membuat agenda waktu pembahasanuntuk menentukan apakah rancangan qanun tersebut diterima atau
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tidak. Selanjutnya, rapat paripurna memutuskan apakah usulrancangan qanun tersebut secara prinsip qanun dukungan partaipolitik dapat diterima menjadi sebuah qanun atau tidak dapatditerima. Keputusan diambil setelah diberikan kesempatan kepadapengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada fraksi untukmemberikan pendapatnya.Kenyataannya partai politik pengusung Banleg DPR KotaLhokseumawe sama sekali tidak mendukung terhadap legislatortersebut dalam pengajuan rancangan qanun perlindungan anak2016. Adapun keikutsertaan partai dalam mendukung sebuahaturan atau qanun pada umumnya lebih kepada aturan-aturan yangmengacu pada politik praktis.Partai politik tidak mendukung terhadap legislator dalampengajuan rancangan qanun perlindungan anak 2016. Hal tersebutdikarenakan qanun perlindungan anak 2016 tidak termasuk dalamkategori politik praktis. Dalam proses pembuatan kebijakan, partaipolitik memegang peranan yang sangat besar. Suatu qanun untukmenjadi prioritas dalam Prolegda dipengaruhi oleh kebijakan partaipolitik yang mengusungnya, karena dalam hal tersebut eksekutifadalah implementasi dari partai politik. Melalui badan legislatif,partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatankebijakan (qanun).Pada umumnya proses penerapan kebijakan publikmelibatkan partai politik yang memiliki andil berupa kontrol ataskebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikianpartai politik sangat berkontribusi dalam mendukung suaturancangan qanun. Kenyataannya partai politik pengusung BanlegDPR Kota Lhokseumawe sama sekali tidak mendukung terhadaplegislator tersebut dalam pengajuan rancangan qanun perlindungananak 2016. Adapun keikutsertaan partai dalam mendukung sebuahaturan atau qanun pada umumnya lebih kepada aturan-aturan yangmengacu pada politik praktis.Dalam penyusunan rancangan qanun berdasarkan Prolegda,pemrakarsa membentuk panitia partai politik. Panitia antar partaipolitik dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa.Panitia antar partai politik penyusunan rancangan qanun yangdibentuk setelah Prolegda ditetapkan oleh Dewan Perwakilan
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Rakyat Kota. Dalam rangka penyusunan rancangan qanun di luarProlegda, Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan konsepsi tersebutkepada partai dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, danpemantapan konsepsi rancangan qanun. Kemudian partai politikmengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan fraksidari partai politik.Data yang didapatkan berdasarkan penelitian menunjukkantidak adanya dukungan Partai politik terhadap legislator dalampengajuan rancangan Qanun Perlindungan Anak untuk dapatdibahas oleh Banleg. Selama ini partai politik ikut turun tangandalam sebuah rancangan qanun apabila rancangan qanun tersebutmerupakan sebuah qanun yang memiliki nilai politik praktis sepertiqanun-qanun mengenai pencalonan kepala daerah, dansemacamnya. Sedangkan Qanun Perlindungan Anak tidak termasukkedalam bagian politik praktis.
6.2. Kapabiltas Partai Politik belum signifikanKurangnya sosialisasi politik dari partai politik pengusungkepada legislator juga mempengaruhi para legislator dalammemperjuangkan kebijakan publik tersebut. A. Rahman H.I (2007 :103-104) Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orangdalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya.Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi merekaterhadap fenomena politik. Fungsi sosialisasi politik partai jugadapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa iamemperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkandengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melaluikemenangan dalam pemilihan umum.Selain melalui badan eksekutif dan legislatif, partai politikjuga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan denganmelalui mekanisme yang ada pada tubuh partai politik itu sendiri,yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pihak yangberwenang dengan cara lobi. AB Susanto dalam Redi Panuju (2010 :18) menjelaskan bahwa pada dasarnya lobi merupakan usaha yangdilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadisasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi,dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagipencapaian tujuan.
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Partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untukmendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akantanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkankepentingan sendiri di bawah kepentingan bersama. Namun padakenyataannya peran serta partai politik yang seharusnyamemberikan arahan kepada para legislator Banleg di DPR KotaLhokseumawe belum maksimal sehingga dalam memperjuangkankebijakan publik dan kepentingan umum masih belum sepenuhnyaterealisasi.Secara teoritis, kontestasi legislator DPR KotaLhokseumawe pada Badan Legislasi dalam pengajuan rancanganQanun Perlindungan Anak Tahun 2016 tidak terjadi secara serius.Hal tersebut dikarenakan para legislator gagal memahamipentingnya kebijakan publik terkait perlindungan anak. Legislatormenganggap bahwa penyelesaian permasalahan QanunPerlindungan Anak tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Nyatanyakandungan isi Al-Qur’an adalah suatu kandungan yang bersifatnormatif, yang isinya dapat dijadikan rujukan dalam pembuatanQanun Perlindungan Anak.Legislator DPR Kota Lhokseumawe juga belum mampumenghadirkan sense of crisis atau dalam kata lain mementingkankepentingan masyarakat terhadap isu publik menjadi kepentinganbersama. Legislator belum memiliki kepekaan atas kasus-kasusyang selama ini terjadi terhadap anak-anak di Kota Lhokseumawe.Anak memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman untuktempat mereka tumbuh dan berkembang sebagai penerus bangsa.Realitanya kasus kekerasan terhadap anak baik psikis dan nonpsikis masih terus terjadi seperti contoh kasus pemerkosaanterhadap anak perempuan umur 15 tahun yang ditangani olehBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaSejahtera Kota Lhokseumawe, dikarenakan belum ada QanunPerlindungan anak sehingga anak yang menjadi korban tersebutikut dijadikan tersangka dan dihukum cambuk sebagaimana kasusmesum atau kasus jinayat lainnya. Ketika Qanun Perlindungan Anaktidak dianggap penting, maka kesalahan penempatan prilakuhukum terus menimbulkan permasalahan baru yang lainnya,
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apalagi Qanun Jinayat yang berbasis Syariah Islam nyatanya tidakmampu menjadi sebuah solusi bagi perlindungan anak.Pragmatisme ekonomi juga menjadi alasan badan legislasiDPR Kota Lhokseumawe tidak menjadikan prioritas rancanganQanun Perlindungan Anak Tahun 2016 untuk kemudian dilakukantahap pembahasan. Selama ini legislator DPR Kota Lhokseumawelebih memprioritaskan Qanun yang bernilai tambah terhadappendapatan asli daerah (PAD) seperti Qanun Retribusi Parkir danQanun Pajak, seolah-olah Qanun lainnya tidak penting. Padahalmasyarakat selain memerlukan perlindungan ekonomi, masyarakatjuga membutuhkan perlindungan secara spritual, rasa aman,nyaman, serta anak-anak terjamin keselamatan dan keamanansebagai bagian dari masyarakat.Partai politik sebagai wadah terbentuknya para legislatordalam berpolitik yang seharusnya mampu memberikan doronganatas terbentuknya suatu kebijakan public pro rakyat nyatanya jugatidak berfungsi secara optimal, terbukti bahwa partai politik selamaini baru ikut turun tangan dalam perumusan kebijakan-kebijakanpublic yang memiliki sifat politik praktis saja, sementara kebijakanyang bersifat sosial seperti rancangan Qanun Perlindungan Anaktidak menjadi perhatian bagi partai politik pengusung anggotaBanleg DPR Kota Lhokseumawe.
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BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-babdi atas, maka yang menjadi kesimpulannya adalah1. Kontestasi politik yang terjadi pada perumusankebijakan public atau qanun kota Lhokseumawesangat sengit, walaupun akhir tidak menghasilkanqanun tersebut, karena banyak pihak menganggaptidak diperlukan saat ini, makanya dalamprolegdapun tidak berhasil dimasukkan karenadinilai qanun tersebut tidak bernilai ekonomissekaligus tidak berpengaruh dalam peningkatanPendapatan Asli Daerah (PAD).2. Diskriminasi gender masih sangat berpengaruh diDewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawetetutama di Badan legislasi Dewan PerwakilanRakyat Kota Lhokseumawe, menganggap bahwaqanun yang berkaitan dengan perempuan danperlindungan anak tidak perlu dirumuskan karenaitu sudah menjadi tuntutan agama. Budaya patriarkimasih sangan kental difahami oleh kalangan DPRKLhokseumawe, sehingga qanun tersebut merupakanbukan prioritas untuk dibahas. Partai politik belummampu mewujudkan kontestasi yang signifikandalam perumusan kebijakan public atau qanun[erlindungan perempuan dan anak.
7.2 SaranBerdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas,  supayakedepan perumusan qanun tersebut menjadi perioritasuntuk dibahas oleh Badan Legilasi DPRK Lhokseuwawe,berikut ini disarakan :1. Diharapkan pada masa-masa yang akan datangkontestasi politik dalam perumusan kebijakan
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public dapat menghasilkan qanun yang berkaitandengan perempuan dan perlindungan anak di DPRKLhokseumawe, dengan diskriminasi yang berkiatandengan gender dapat diwujudkan sebagaimanamestinya sehingga Konsep CEDAW dapatdirealisasikan ditengah-tengah masyarakat di KotaLhokseumawe.2. Diharapkan di masa yang akan datang bias genderdi kalangan DPRK Lhokseumawe dapatdiperkecilkan, sehingga keterlibatan perempuandalam dunia politik dapat ditingkatkan, budayapatriarkhi semakin lama hendaknya dapatdikurangi, sehingga perumusan qanun dalambentuk apapun tidak lagi mengalami kontestasiyang panjang, terutama yang berkaiatan qanuntentang perempuan dan perlingdungan anak, danDPRK Lhokseumawe menjadi salah satu tempatmewujudkan affirmative action di provinsi Aceh.
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